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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan
karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran
2023 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja
(Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Magelang Tahun 2023, mempunyai arti strategis karena
didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang
dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan
rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Magelang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai
upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan
pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat
dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program,
sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana
Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 merupakan kewajiban
bagi setiap perangkat daerah. Renja Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan

dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan



strategi seluruh aparat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Magelang dalam membina, melayani dan memfasilitasi
pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang
mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang
akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Renja Perubahan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun
2023 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang
akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Magelang untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja
Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Magelang tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari
semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja Perubahan
yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam
pelaksanaan program dan kegiatan perubahan pada Tahun 2023
untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat
berguna bagi peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Magelang.

Magelang, 25 Agustus 2023

e,
—
.

KEUAN*JAN DAN ASET DAERAH
——— KA MAGELANG

W\ /7

N __SUSULOWATI, SE, MT, M.Sc

RSN "GELM! “Pémbina Utama Muda
SSEENIP, 19721101 199803 2 008




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...coitiiiiiiiitiittrcettercatestescessessessessessssssssssssssssessessessasssssssess i
DAFTAR ISI ..cciuiiuiiniinrietinciocescescescessassasesssssessessessessasssssssssssssessessassssssssssssss iii
DAFTAR TABEL ...ccciiuiiuiiiiiiiioiesierteriattarcstescessessessessessssssssssessssessessssssssssssss iv
DAFTAR LAMPIRAN ...cctittitiitttterietiarcatistsssessessessessessassssessessesssssessessnssssssses v
BAB I PENDAHULUAN ...ccccittittietececinciasiacsacsscescescescssssssssssssscsscsscsssssssssssssces 1
1.1 Latar Belakamng ....c.ocuoiuiuiiiiiiiie et 1
1.2 Landasan HUKUM ... 3
1.3 Maksud dan TUJUAT ....euieniniiiii ettt e e 4
1.4 Sistematika PenuliSan .........coeeuviiiiiiiiiiininiie e 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ......... 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.........c.ccooeeiiiiiiiiiinininininen... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Magelang........c.veuviiiiiiiiiiiiiieeee e e 25

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. 29
2.3.1 Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.............. 29

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam
Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah .........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 31

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,
terhadap Capaian Program Nasional............cccovviiiiiiiiiiiiiiiniinienenn 31

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan ............ 32

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Prioritas Tahun 2023 ..ot 33
2.4Review terhadap Rancangan Awal RKPD ............cccociiiiiiiiiinininnee. 34
2.5Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat................... S1
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .......cccccceietierinnnnnnes 52
3.1Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..........c.cccoveiiiiiiiiiiiiniinian.e. 52
3.2Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Magelang .......ccoveiuininiiiiiiiiiiii e 54
3.3Program dan Kegiatan ..........c.coviiiiiiiiiiiniiiei e 55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...... 104
BAB V PENUTUP ....cciuiiiiiiiiiiiiiitietietiatiatistescscescessessasssssssessessessessassnsssssses 118



DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2022.......cuiiiiiiiiieie et e e e e e e e eaennes 9

Tabel 2.2 Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi
Target Kinerja Program/Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah. ..o 13

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian
Renstra s/d Tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Magelamg .....c.ouuiuniiiiiiiee ittt 15

Tabel 2.4 Sasaran Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah..

Tabel 2.4.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Magelang .........cceveuiiiiiiiiiiiiiiiiiicee e 27

Tabel 2.4.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun
2023 Kota Magelang .......ccueuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiieee e 35

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Perubahan Tahun 2023 Kota Magelang .........c..cceeveiiiiiniinineienieeenennee. 51

Tabel 3.1 Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota
1Y = Y=o =¥ o = PP PPN 53

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset
DACTAN . ..t 55

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Perubahan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Magelang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah...........c.coocooiiiiiiiniin... 60

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah............... 105



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Walikota Magelang Nomor 20 Tahun 2023
Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun

Lampiran 2  Keputusan Walikota Magelang Nomor 650.24/178/112
Tahun 2023 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Magelang Tahun

Lampiran 3 Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.24/149/112
Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Magelang Tahun 2023...... ... 127



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan pembaruan
dari Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah yang telah disusun
sebelumnya. Tujuan dari Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah
untuk mengakomodasi perubahan atau penyesuaian rencana kerja
suatu perangkat daerah berdasarkan berbagai faktor seperti
perubahan kondisi, anggaran, kebijakan, atau prioritas. Dokumen ini
mencakup informasi seperti program kerja, kegiatan, indikator
kinerja, target, sumber daya yang dibutuhkan, serta langkah-langkah
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada
tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja beserta
perubahannya. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan
pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja
secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisiptif,
terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Perubahan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun
2023 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta
memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja



Pemerintah Daerah. Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Magelang ini disusun dengan upaya untuk
mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan
masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Magelang sesuai dengan tugas dan fungsinya serta
dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota
Magelang.

Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Magelang memuat program, kegiatan, alokasi dan
kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa
persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang
berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun
lalu dan evaluasi hasil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Magelang tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang; pembahasan
Rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Magelang; perumusan Rancangan Akhir Renja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang; Verifikasi Rancangan
Akhir Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Magelang.

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Magelang Tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk
tahun kedua periode Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman
penyusunan Renja Perubahan dan Anggaran Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 dalam rangka
mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang

diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan



nasional. Selain itu, penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mengacu pada Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun
2023, Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Magelang, Renja K/L, dan Renja Perubahan Tahun 2023 BPKAD
Provinsi Jawa Tengah. Renja harus selaras dengan dokumen-
dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung

dengan urusan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 berdasarkan pada beberapa

peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun
Anggaran 2022;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,



10.

11.

12.

13.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan  Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun
2011-2031;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang
Tahun 2021-2026;

Peraturan Walikota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;
Peraturan Walikota Magelang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Rencana Nomor 34 Tahun
2022 Tentang Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun
2023.



1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Magelang adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang
mengacu pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
dengan periode S5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah
sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Perubahan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 adalah untuk
dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan
Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang
Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023
dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri nomor 86 tahun
2017 tepatnya pada pasal 343 bahwa Perubahan RKPD/Renja
Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan seperti faktor-faktor
yang mempengaruhi perekonomian, kebijakan fiskal, serta kondisi
politik dan sosial suatu daerah sehingga berdampak pada berbagai
sektor yang kemudian memaksa untuk dilakukannya refocusing,
realokasi, bahkan rasionalisasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan
penganggarannya untuk memenuhi rancangan anggaran yang efektif

dan responsif terhadap keadaan yang terus berubah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 adalah :

a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam

rencana.



b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan
program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian
target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada
pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru
sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-
langkah /kebijakan sesuai dengan kewenangannya.

e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Perubahan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun
2023 meliputi:
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan
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BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Magelang
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan

rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang
ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam
pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah
program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran
sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya.

Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana

pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur

yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah tahun lalu serta tahun berjalan
merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat
keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun lalu dan tahun berjalan
ini sampai dengan triwulan II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang disusun
berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari
permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program
dan kegiatan yakni pada momen perubahan anggaran tahun 2023.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat
Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja
tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu

kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana



program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.
Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Magelang Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur
pokok sebagai berikut:
a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan
digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta subag/subid
pelaksana.
Adapun capaian indikator kinerja pada Renja tahun 2022
sebagai bahan evaluasi bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1
Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2022

g o o
No Tujuan/ sl - . Program/ Indikator g .
or Capai 2 : . Capai
c Sasaran c o Kegiatan Kinerja
Kinerja an an
1. | Tujuan : Persentas 114,14 | Program 1.Persentase 102,74
Meningkatnya | e % Pengelolaan capaian %
kualitas Capaian Keuangan pengelolaan
pengelolaan Akuntabil Daerah keuangan
Keuangan dan | itas daerah
Barang Milik pengelola Bidang
Daerah an Anggaran
keuangan
daerah 2.Persentase
Sasaran : dan capaian 170,80
Meningkatnya | Barang pengelolaan %
kualitas Milik keuangan
pengelolaan Daerah daerah
keuangan Bidang
daerah Perbendahara
an
Sasaran :
Meningkatnya 2.Persentase
kualitas capaian
pengelolaan pengelolaan 100%
Barang Milik keuangan
Daerah daerah
Bidang
Akuntansi
Kegiatan Presentase 102,74
Koordinasi dan | Penganggaran %
Penyusunan sesuai
Rencana ketentuan




Anggaran
Daerah
Kegiatan Persentase 170,80
Koordinasi dan | penatausahaa %
Pengelolaan n keuangan
Perbendaharaa | sesuai
n Daerah ketentuan
Kegiatan Persentase LK | 100.00
Koordinasi dan | OPD yang %
Pelaksanaan sesuai
Akuntansi dan dengan
Pelaporan ketentuan
Keuangan
Daerah
Kegiatan Persentase 100.00
Penunjang Pengelolaan %
Urusan Dana Darurat
Kewenangan dan
Pengelolaan Mendesak
Keuangan yang sesuai
Daerah dengan
ketentuan
yang berlaku
Program Cakupan 116.67
Pengelolaan Pengelolaan %
Barang Milik BMD
Daerah
Kegiatan Cakupan 140,65
Pengelolaan perencanaan, | %
Barang Milik pemanfaatan,
Daerah pengamanan,
penatausahaa
n, dan
pemindahtan
ganan BMD
Tujuan : Rasio 149,42 Program Persentase 149,43
Meningkatnya | Kemandir | % Pengelolaan peningkatan %
kemandirian ian Pendapatan Pendapatan
keuangan Keuanga Daerah Asli Daerah
daerah n Daerah
Sasaran : Rasio 147,29 Kegiatan Persentase 169,62
Tercapainya PAD % Pengelolaan Realisasi %
peningkatan terhadap pendapatan Pendapatan
pendapatan pendapat Daerah Asli Daerah
daerah an
daerah

Sumber : LKjIP 2022 BPKAD Kota Magelang

Dari hasil evaluasi kinerja pada Tahun 2022, tidak ada kegiatan
yang direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan karena
mengalami rasionalisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa
perencanaan program maupun kegiatan BPKAD Kota Magelang pada
tahun 2022 telah tersusun dengan baik. Jika dilihat dari capaian
indikatornya yang rata-rata 100% bahkan lebih bisa pula dikatakan
jika program dan kegiatan yang ada di BPKAD Kota Magelang pada
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Tahun 2022 telah berhasil menunjang terhadap pencapaian
indikator-indikator kinerjanya.

Sesuai dengan hasil evaluasi di atas serta Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Magelang Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil,
karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja
sebesar 100%. Dalam artian bahwa seluruh Program dan Kegiatan
telah berhasil mencapai target yang ditentukan. Bahkan terdapat 3
Program dan 4 Kegiatan yang capaian indikator kinerjanya melebihi
dari target, yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian indikator
kinerjanya masing-masing sebagai berikut :
e Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang
Anggaran sebesar 102,74%
e Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang
Perbendaharaan sebesar 170,80%
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian
indikator kinerja sebesar 111,40%
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian
indikator kinerja sebesar 169,61%
4. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
dengan capaian indikator kinerja sebesar 102,74%
5. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
dengan capaian indikator kinerja sebesar 170,80%
6. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian
indikator kinerja sebesar 140,65%
7. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah dengan capaian
indikator kinerja sebesar 169,62%.
Hal tersebut tentunya tidak lepas dari beberapa faktor yang

mendukung, di antaranya adalah :
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. Tersedianya sistem penganggaran yang terpadu dari Kementrian
yang mempermudah dalam teknis penyusunan dokumen
penganggaran.

. Media sosial yang selalu update dalam memberikan akses
informasi, sosialisasi, bimtek atas ketentuan perundang-
undangan terkait pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah
. Pemanfaatan teknologi sistem informasi yang terintegrasi serta
yang memberikan informasi secara transparan, terupdate dan
akuntabel, yang mempermudah dalam pengumpulan, penarikan
data, serta pelaksanaan transaksi keuangan yang diperlukan guna
penyusunan laporan-laporan yang dibutuhkan.

. Koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait.

5. Timeline perencanaan yang lebih efektif dan efisien.

6. Adanya pengembangan-pengembangan pada Sistem Informasi

Manajemen Pendapatan Daerah yang memudahkan Wajib
Pajak/Wajib Retribusi untuk menyetorkan pajak/retribusi daerah

yang menjadi kewajibannya.

7. Kebijakan penerapan transaksi non tunai.

8. Stimulan kepada masyarakat untuk pro aktif membayar pajak

daerah melalui penyelenggaraan atau even Gebyar Pajak Daerah.

Namun terdapat pula beberapa program dan kegiatan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang diatas yang

capaiannya sesuai target, yaitu terdapat pada Program Pengelolaan

Keuangan Daerah, untuk Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di

antaranya adalah sebagai berikut:

1. Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola keuangan

daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan.
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2. Semua perangkat daerah telah paham dan patuh terhadap

ketentuan yang ada dalam akuntansi dan pelaporan keuangan

daerah.

3. Sosialisasi atau pembinaan pengelola keuangan tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

secara intensif.

Tabel 2. 2

Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi
Target Kinerja Program/Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah

No. Faktor Capaian Faktor Capaian Faktor Capaian Solusi yang

Program/Kegiatan | Program/Kegiatan | Program/Kegiatan dilakukan
Tidak Sesuai Sesuai Target Melebihi Target
Target

1. | Masih Dukungan OPD | Pemanfaatan Lebih
kurangnya yang memiliki teknologi sistem | mengintensifkan
pemahaman keterkaitan informasi yang | lagi pengelolaan
SDM Pengelola | fungsi terintegrasi keuangan dan
Keuangan pengelolaan serta yang barang milik
terhadap keuangan dan memberikan daerah  secara
pencatatan dan | barang milik informasi trasparan dan
penyajian data | daerah. secara akuntabel
pada dokumen- transparan,
dokumen terupdate dan
pelaporan dan akuntabel, yang
pertanggungjaw mempermudah
aban keuangan dalam
dan barang pengumpulan,
secara penarikan data.
menyeluruh.

2. | Belum semua | Tersedianya Komitmen Lebih intensif
OPD sistem pemerintah dalam
menggunakan penganggaran daerah  dalam | melakukan
ASB dan HSPK | yang terpadu pelaksanaan pembinaan dan
dalam dari Kementrian | anggaran sosialisasi
penyusunan yang berbasis kepada para
anggaran. mempermudah | kinerja. pejabat

dalam teknis pengelola
penyusunan keuangan
dokumen perangkat
penganggaran. daerah.
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Pengurus Diadakan Penyampaian Lebih intensif
barang yang | pembinaan/ Laporan Barang | dalam
sering berganti | bimbingan Milik Daerah melakukan
personilnya. teknis terkait dari OPD belum | pembinaan dan
SimAset secara | tepat waktu sosialisasi
kontinyu. sehingga kepada para
mengakibatkan | pejabat
pengelolaan pengelola barang
BMD yang di OPD.
kurang optimal.
Beberapa Semakin Kebijakan - Meningkatkan
pemungutan tergalinya pemerintah PAD melalui
pajak daerah | potensi-potensi | dalam peningkatan
terkendala PAD penetapan cuti kontribusi
perijinan (Pendapatan bersama yang BUMD yang
sehingga Asli Daerah) berpengaruh berupa
berakibat sehingga bisa terhadap pengelolaan
kehilangan menambah kenaikan BUMD secara
potensi PAD. | penerimaannya. | jumlah profesional
Dalam wisatawan pada | lagi.
pelayanan pajak kunjungan ke
daerah secara hotel, restoran | - Diperlukan
online terdapat dan tempat- upaya untuk
sistem informasi tempat hiburan. | meningkatkan
manajemen kinerja
yang belum pendapatan
terintegrasi daerah dengan
sehingga dalam menggali
rangka potensi-potensi
penyajian data pendapatan
penerimaan yang ada.
pendapatan
mengalami
kesulitan

Sumber: LKjIP Tahun 2022 BPKAD Kota Magelang

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun lalu dan capaian
Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 2. 3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Realisasi Perkiraan Realisasi
T'a rge.t Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Gyt UEnEEs
Kinerja Renstra Perangkat
h Tahun Lalu (2021) Program
S Hasil Daerah s/d Tahun
UEIESIE LG9 Program ek Berjalan (2023)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Capaian Program dga n Kegiatan ]
KODE Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan (Renstra Perangkat Keluaran (Renja
Program /Kegiatan (output) Daerah) Tahun ez Tosvraais Rl Fesitons Fets Tingka Perangkat Tingka
2022 s/d Perangkat Daerah Perangkat Daerah t. Dacrah Rea11§a31 & .
Realisa Tahun Capaian Capai
dengan tahun 2021 tahun 2021 - o * o
tahun si (%) 2023 *) an (%)
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan (TPK)
perencanaan penganggaran
dan evaluasi kinerja,
administrasi keuangan,
Program Penunjang Urusan administrasi kepegawaian, 100.00 101.72
Pemerintahan Daerah administrasi umum, 96.67 Yo N/ N/ 100 (%) 100 (%) 0/' 96.67% 98.33% o
Kabupaten/Kota penyediaan jasa penunjang A A ° °
urusan Pemda, serta
pemeliharaan BMD OPD
dan Barang Pengelola
penunjang urusan Pemda
sesuai ketentuan.
Cakupan ketersediaan (CK)
100. 100.
20 Perencanaan, - dokumen perencanaan, . 100 % N/ N/ 100 %) 100 %) 00.00 100% 100% 00.00
1 Penganggaran, dan Evaluasi | penganggaran, dan evaluasi A A % %
Kinerja Perangkat Daerah kinerja PD
Penyusunan Dokumen 100.00 3 3 100.00
20 Perencanaan Perangkat Jumlah Daerah Dokumen 3 dokumen N/ N/ 3 Dokumen 3 Dokumen D' o :
1 1 % dokumen dokumen %
Daerah Perencanaan Perangkat A A
Jumlah Dokumen RKA-
20 | O SKPD dan Laporan Hasil 100.00 1 1 100.00
1 2 Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi Penyusunan ! dokumen N/ N/ ! Dokumen ! Dokumen % dokumen dokumen %
Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD A A
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Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD dan

100.00 1 1 100.00
?0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi 1 dokumen N/ N/ 1 Dokumen 1 Dokumen % dokumen dokumen o
Dokumen Perubahan RKA- Penyusunan Dokumen A A ° °
SKPD Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-
20 SKPD dan Laporan Hasil 100.00 1 1 100.00
1 Koordinasi dan Penyusunan | Koordinasi Penyusunan ! dokumen N/ N/ ! Dokumen 1 Dokumen % dokumen dokumen %
DPA-SKPD Dokumen DPA-SKPD A A
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD dan
100.00 1 1 100.00
20 Laporan Hasil Koordinasi 1 dokumen N/ N/ 1 Dokumen 1 Dokumen
1 o % dokumen dokumen %
Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Dokumen A A
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan
i inasi 100. 100.
20 . . Laporan Hasil Koordinasi 3 laporan N/ N/ 3 Laporan 3 Laporan 00.00 3 laporan 3 laporan 00.00
1 Koordinasi dan Penyusunan | Penyusunan Laporan A A % %
Laporan Capaian Kinerja Capaian Kinerja dan
dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD SKPD
Cakupan Laporan (CL)
20 administrasi keuangan 100.00 100.00
100 % 100 % 100 % 1 00% 1 00%
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ? I\L/ I\L/ () (%) % ? ° %
Perangkat Daerah aturan
55 55
20 Jumlah Orang yang 100.00 100.00
5 Penyediaan Gaji dan Menerima Gaji dan 55 Orang/bul | N/ N/ 55 Orang/Bul 55 Orang/Bul % Orang/bul | Orang/bul %
Tunjangan ASN Tunjangan ASN an A A an an an an
Pelaksanaan Penatausahaan | Jumlah Dokumen
20 dan Pengujian/Verifikasi Penatausahaan dan 4 K 4 Dok 4 Dok 100.00 24 24 100.00
2 Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi 2 dokumen I\X I\X 2 oxumen 2 oxumen % dokumen dokumen %
Keuangan SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
20 Laporan Koordinasi 18 Laporan N N 18 Laporan 18 Laporan 100.00 18 18 100.00
2 Koordinasi dan Penyusunan | Penyusunan Laporan / / % Laporan Laporan %
Laporan Keuangan Keuangan A A
Bulanan/Triwulanan/Semes | Bulanan/Triwulanan/Semes
teran SKPD teran SKPD
Cakupan laporan (CL) 100.00 100.00
20 Administrasi Kepegawaian administrasi kepegawaian 100 100 N/ N/ 100 (%) 100 (%) o ; 100% 100% ;
5 X % %
Perangkat Daerah PD sesuai aturan A A
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Jumlah kegiatan pameran

. . . 100.00 . . 100.00
250 (1) Sosialisasi Peraturan hasil pengelolaan keuangan 2 Kegiatan N/ N/ 2 Kegiatan 2 Kegiatan % 2 Kegiatan 2 Kegiatan o
Perundang-Undangan daerah A A ° °
Cakupan Ketersediaan (CK) 100.00 100.00
go Administrasi Umum administrasi umum 100% 100% N/ N/ 100 (%) 100 (%) (y' 100% 100% 0/'
Perangkat Daerah Perangkat Daerah A A ° °
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen
20 | O Instalasi Listrik / Instalasi Listrik/Penerangan 35 Paket N/ N/ 35 Paket 35 Paket 100.00 35 Paket 35 Paket 100.00
6 1 Penerangan Bangunan Bangunan Kantor yang % %
Kantor Disediakan A A
20 0 ) Jumlah Paket Peralatan dan 200.00
6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 paket N/ N/ 0 Paket 0 Paket #DIV/0! 1 paket 2 paket o
Perlengkapan Kantor Disediakan A A °
Jumlah Paket Bahan
100.00 100.00
260 2 Penyediaan Bahan Logistik Logistik Kantor yang 80 Paket N/ N/ 80 Paket 80 Paket % 80 Paket 80 Paket o
Kantor Disediakan A A ° °
Jumlah Paket Barang 100.00 100.00
20 g Penyediaan Barang Cetakan | Cetakan dan Penggandaan 15 Paket N/ N/ 15 Paket 15 Paket 0/. 15 Paket 15 Paket 0/'
dan Penggandaan yang Disediakan A A ° °
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan
20 | O dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan 100.00 3 3 100.00
6 6 undangan Perundang-Undangan yang 3 Dokumen I\L/ I\L/ 3 Dokumen 3 Dokumen % Dokumen Dokumen %
Disediakan
Jumlah Paket
100. 100.
(250 3 Bahan/Material yang 22 Paket N/ | N/ 22 Paket 22 Paket 000/ 90 | 29 paket 22 Paket og 00
Penyediaan Bahan/Material Disediakan A A ° °
Hitasi 100. 4 4 112.
20 0 Jumlah Laporan Fasilitasi 40 Laporan N/ N/ 40 Laporan 40 Laporan 000 00 0 5 ? 50
6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu A A % Laporan Laporan %o
Jomiah Laporan 100.00 40 45 112.50
20 0 Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat 4 L L L . .
6 9 Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi 0 aporan N/ N/ 36 aporan 36 aporan % Laporan Laporan %
SKPD SKPD A A
20 Penyediaan Jasa Penunjang Cakupan Penyediaan Jasa 100.00 100.00
3 Urusan Pemerintahan Penunjang (CPJP) Urusan 100 % N/ N/ 100 (%) 100 (%) 0/' 100% 100% 0/'
Daerah Pemerintahan Daerah A A ? °
20 0 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 2100 Laporan N/ N/ 2100 Laporan 2100 Laporan 1000'00 2100 2800 133'33
8 1 Menyurat Jasa Surat Menyurat A A % Laporan Laporan %
Penyediaan Jasa
20 0 Komunikasi, Sumber Daya 5 Laporan N/ N/ 5 Laporan 5 Laporan 10?'00 5 Laporan 5 Laporan 10?'00
8 2 ) - % %
Air dan Listrik A A

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
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Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

Cakupan pengadaan barang

20 Pengadaan Barang Milik milik daerah (CPBMD) 100 % N/ N/ 4 Laporan 4 Laporan 100.00 100% 100% 100.00
7 Daerah Penunjang Urusan penunjang urusan A A % %
Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah
Jumlah Unit Kendaraan
20 0 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau . o o 100.00 . .
7 1 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 Unit N/ N/ 100 %) 100 (%) % 0 Unit 0 Unit
Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan A A
20 0 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan 100.00 100.00
Dinas Operasional atau Dinas Operasional atau 1 unit N/ N/ 1 unit 1 unit ; 1 unit 1 unit ;
7 2 s % %
Lapangan Lapangan yang Disediakan A A
Jumlah Unit Peralatan dan
. . . 100.00 . . 100.00
20 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang 8 unit N/ N/ 36 unit 36 unit 8 unit 8 unit
7 6 ; . o % %
Mesin Lainnya Disediakan A A
20 0 Pengadaan Aset Tak Jumlah Unit Aset Tak : . . . .
0 t 0 Unit 0 Unit #DIV/0! 0 t 0 t
7 8 Berwujud Berwujud yang Disediakan unt I\L/ I\L/ i w / un unt
Cakupan pemeliharaan
20 Pemeliharaan Barang Milik barang milik daerah 100 % 24 Unit 24 Unit 100.00 100% 100% 100.00
9 Daerah Penunjang Urusan (CPBMD) penunjang urusan N/ N/ % %
Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah A A
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan
20 | O Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau . . . 100.00 X . 100.00
4 4 4
9 1 Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan 2 unit I\X I\X 63 Unit 63 Unit % 24 unit 24 unit %
Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara dan
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas
20 0 Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan 100.00 100.00
9 9 Pemeliharaan, Pajak, dan yang Dipelihara dan 63 unit N/ N/ 16 Unit 16 Unit o 63 unit 63 unit 0/'
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan A A ° °
Operasional atau Lapangan Perizinannya
20 (O Pemeliharaan Peralatan dan | Jumlah Peralatan dan Mesin 16 Unit N/ N/ 3 Unit 3 Unit 100.00 16 Unit 16 Unit 100.00
9 6 Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara A A % %
20 0 Pemeliharaan Aset Tak Jumlah Aset Tak Berwujud 3 unit N/ N/ 12 Unit 12 Unit 100.00 3 unit 3 unit 100.00
9 8 Berwujud yang Dipelihara A A % %
20 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 100.00 100.00
5 9 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 12 Unit N/ N/ 24 Unit 24 Unit % 12 Unit 12 Unit o
Bangunan Lainnya Dipelihara /Direhabilitasi A A ° ?
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Program Pengelolaan

N/ N/
K D. h
euangan Daera A A
1. Persentase capaian 100.00 100.00
pengelolaan keuangan 100 % N/ N/ 100.00 100.00 100.00 100.00 0/' 100% 100% 0/.
daerah bidang anggaran A A ° °
2. Persentase capaian
pengelolaan keuangan 100.00 100.00
daerah bidang 100 % N/ N/ 100.00 100.00 100.00 100.00 % 100% 100% %
perbendaharaan A A
2. Persentase capaian 100.00
pengelolaan keuangan 100 %o N/ N/ 82.76 82.76 100.00 100.00 82.76% 100% 100% 0/'
daerah bidang akuntansi A A °
20 Kegiatan Koordinasi dan Presentase Penganggaran 100.00 100.00
1 Penyusunan Rencana sesuai ketentuan 100 % N/ N/ 100.00 % 100.00 % o/' 100% 100% 0/'
Anggaran Daerah A A ° °
20 Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Dokumen KUA dan 100.00 2 2 100.00
1 KUA dan PPAS PPAS yang Disusun 2 dokumen I\L/ I\L/ 2 dokumen 2 dokumen % dokumen dokumen %
Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Dokumen
20 Perubahan KUA dan Perubahan KUA dan 100.00 2 2 100.00
ke ki k
1 Perubahan PPAS Perubahan PPAS yang 2 dokumen l\j\/ l\j\/ 2 dokumen 2 dokumen % dokumen dokumen %
Disusun
20 Koordinasi, Penyusunan Jumlah RKA-SKPD yang 100.00 28 28 100.00
1 dan Verifikasi RKA-SKPD Diverifikasi 28 dokumen 1‘1\/ I‘i\/ 28 dokumen 28 dokumen % dokumen | dokumen %
Koordinasi, Penyusunan Jumlah Perubahan RKA- 100.00 28 28 100.00
20 dan Verifikasi Perubahan SKPD yang Diverifikasi 28 dokumen | N/ N/ 28 dokumen 28 dokumen ; ;
1 % dokumen dokumen %
RKA-SKPD A A
Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Peraturan Daerah
Peraturan Daerah tentang tentang APBD dan 100.00 2 2 100.00
20 APBD dan Peraturan Kepala Peraturan Kepala Daerah 2 dokumen N/ N/ 2 dokumen 2 dokumen ; :
1 X % dokumen dokumen %
Daerah tentang Penjabaran tentang Penjabaran APBD A A
APBD
Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Peraturan Daerah
Peraturan Daerah tentang tentang Perubahan APBD
20 Perubahan APBD dan dan Peraturan Kepala 100.00 3 3 100.00
ke k
1 Peraturan Kepala Daerah Daerah tentang Penjabaran 8 dokumen N/ N/ 3 dokumen s dokumen % dokumen dokumen %
tentang Penjabaran Perubahan APBD A A
Perubahan APBD
20 Kegiatan Koordinasi dan Persentase penatausahaan 100.00 100.00
5 Pengelolaan keuangan sesuai ketentuan 80% % N/ N/ 100.00 % 100.00 % 0/' 80% 80% 0/'
Perbendaharaan Daerah A A ’ °
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20 Koordinasi, Penyusunan Jumlah DPA- SKPD yang 100.00 28 28 100.00
1 dan Verifikasi DPA-SKPD Diverifikasi 28 dokumen 1\1“/ 1\1“/ 28 dokumen 28 dokumen 9%, dokumen dokumen %,
Koordinasi, Penyusunan Jumlah Perubahan DPA-
?0 dan Verifikasi Perubahan SKPD yang Diverifikasi 28 dokumen | N/ N/ 28 dokumen 28 dokumen 108/'00 d k28 d kig 10((;00
DPA-SKPD Iy Iy o okumen okumen o
Penyiapan, Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil
20 Pengendalian dan Pengendalian dan 100.00 112 112 100.00
2 Pengrbitan Anggaran Kas Pengrbitan Anggaran Kas 112 dokumen N/ N/ 112 dokumen 112 dokumen % dokumen dokumen %
dan SPD dan SPD A A
Penatausahaan Pembiayaan | Jumlah Dokumen Hasil
30 Daerah Penatausahaan Pembiayaan 12 dokumen | N/ N/ 12 dokumen 12 dokumen 1000/‘;00 doklljnen dok}inen 1031;00
Daerah A A
Koordinasi, Fasilitasi, Jumlah Dokumen Hasil
Asistensi, Sinkronisasi, Koordinasi, Fasilitasi,
20 Supervisi, Monitoring dan Asistensi, Sinkronisasi, 100.00 16 16 100.00
5 Evaluasi Pengelolaan Dana Supervisi, Monitoring, dan 16 dokumen | N/ N/ 16 dokumen 16 dokumen o dokumen dokumen o
Perimbangan dan Dana Evaluasi Pengelolaan Dana A A ° °
Transfer Lainnya Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya
Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Realisasi
Laporan Realisasi Penerimaan dan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan
dan Penyetoran Perhitungan | Fihak Ketiga (PFK) dan
20 Fihak Ketiga (PFK) Laporan Hasil Koordinasi 2 Laporan N/ N/ 2 dokumen 2 dokumen 100.00 2 Laporan 2 Laporan 100.00
2 dalam rangka Penyusunan % %
Laporan Realisasi A A
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)
Rekonsiliasi Data Jumlah Dokumen Hasil
Penerimaan dan Rekonsiliasi Data
Pengeluaran Kas serta Penerimaan dan
30 Pemungutan dan Pengeluaran Kas serta 12 dokumen | N/ N/ 12 dokumen 12 dokumen 1000/'00 d k12 a kf 10((;00
Pemotongan Atas SP2D Pemungutan dan A A ° oxumen oxumen °
dengan Instansi Terkait Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait
20 . Jumlah Petunjuk Teknis 100.00 1 1 100.00
5 izﬁﬁszsxnﬁztrgfk Administrasi Keuangan yang 1 dokumen 1\; / 1\; / 1 dokumen 1 dokumen % dokumen dokumen %

Keuangan yang Berkaitan

Berkaitan dengan
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dengan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

20 100 % N/ N/ 82.76 % 100.00 % 82.76% 100% 100% 1000'00
3 Kegiatan Koordinasi dan A A %
Pelaksanaan Akuntansi dan Persentase LK OPD yang
Pelaporan Keuangan Daerah | sesuai dengan ketentuan
Jumlah Dokumen Hasil
Rekonsiliasi dan Verifikasi Rekonsiliasi dan Verifikasi
20 | O Aset, Kewajiban, Ekuitas, Aset, Kewajiban, Ekuitas, " 1 " 1 K 100.00 2 2 100.00
3 2 Pendapatan, Belanja, Pendapatan, Belanja, 2 dokumen N/ N/ 03 dokumen 03 dokumen % dokumen dokumen %
Pembiayaan, Pendapatan- Pembiayaan, Pendapatan- A A
LO dan Beban LO, dan Beban
Konsolidasi Laporan Jumlah Laporan Keuangan
20 | O Keuangan SKPD, BLUD dan | SKPD, BLUD dan Laporan 100.00 100.00
’ ’ 1 1 1 1 1 1 12 1 121
3 4 Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah 2 aporan N/ N/ 2 aporan 2 aporan % 2 laporan 2 laporan %
Pemerintah Daerah Daerah yang Terkonsolidasi A A
Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Jumlah Rancangan
Daerah tentang Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
20 [ O Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dan 100.00 2 2 100.00
3 5 Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan 2 dokumen I\L/ I\L/ 2 dokumen 2 dokumen % dokumen dokumen %
Kepala Daerah tentang Kepala Daerah tentang
Penjabaran Penjabaran
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyusunan Analisis Jumlah Dokumen Hasil
20 | O Laporan ) Analisis Lapqran 1 Dokumen | N/ N/ 1 dokumen 1 dokumen 100.00 1 1 100.00
3 8 Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban A A % Dokumen Dokumen %
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Penyusunan Kebijakan dan Jumlah Kebijakan dan
20 0 Panduan Teknis Operasional | Panduan Teknis Operasional 100.00 1 1 100.00
1 Dok 1 1 k
3 9 Penyelenggaraan Akuntansi Penyelenggaraan Akuntansi oxumen N/ N/ dokumen dokumen % Dokumen Dokumen %
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah A A
Penyusunan Sistem dan Jumlah Sistem dan
20 1 Prosedur Akuntansi dan Prosedur Akuntansi dan 100.00 1 1 100.00
3 0 Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuangan ! dokumen 11/ 11/ L dokumen ! dokumen % dokumen dokumen %

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah
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Pembinaan Akuntansi,

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan

100.00 100.00
go Pelaporan dan Akuntansi, Pelaporan dan 103 Orang N/ N/ 103 orang 103 orang o 103 Orang 103 Orang o
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban A A ° °
Pemerintah Kabupaten/Kota | Pemerintah Kabupaten/Kota
Persentase Pengelolaan
Dana Darurat dan
100.00 100.00 100.00 100.00
20 Kegiatan Penunjang Urusan | Mendesak yang sesuai 100 % N/ N/ % % 100% 100%
4 % % % %
Kewenangan Pengelolaan dengan ketentuan yang A A
Keuangan Daerah berlaku
20 Jumlah Laporan Hasil 100.00 12 12 100.00
4 Pengelolaan Dana Darurat Pengelolaan Dana Darurat 12 Laporan N/ N/ 12 laporan 12 laporan o Laporan Laporan %
dan Mendesak dan Mendesak A A ° p p °
Program Pengelolaan Barang 85.71 % 92.31% 85.71% 85.71% 100.00
Milik Daerah Cakupan Pengelolaan BMD I\L/ I\L/ 85.71 % 92.86 % %
i 100.
20 Kegiatan F.’(?ngelolaan 68,34 % N/ N/ 68.11 % 68.82 % 98.96% 68,34% 68.34% O? 00
1 Barang Milik Daerah Cakupan Pengelolaan BMD A A %
20 Jumlah Standar Harga yang 2 dokumen N/ N/ 2 dokumen 2 dokumen 1000'00 2 2 10?'00
1 Penyusunan Standar Harga Disusun A A % dokumen dokumen %
Penyusunan Perencanaan 100.00 7 7 100.00
20 Kebutuhan Barang Milik Jumlah Rencana Kebutuhan 7 dokumen | N/ N/ 7 dokumen 7 dokumen ; ;
1 o % dokumen dokumen %
Daerah Barang Milik Daerah A A
20 Jumlah Laporan 100.00 100.00
1 Penatausahaan Barang Penatausahaan Barang 1 laporan N/ N/ 1 laporan 1 laporan % 1 laporan 1 laporan o
Milik Daerah Milik Daerah A A ° °
20 o = Jumlah Lapgran Hasil 100.00 100.00
Inventarisasi Barang Milik Inventarisasi (LHI) Barang 1 laporan N/ N/ 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
1 i % %
Daerah Milik Daerah A A
20 - Jumlah Laporan Hasil - 100.00 100.00
1 Pengamanan Barang Milik Pengamanan Barang Milik 1 laporan N/ N/ 1 laporan 1 laporan % 1 laporan 1 laporan o
Daerah Daerah A A ° °
Jumlah Laporan Hasil
- - Penilaian Barang Milik 1 1
20 Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi 6 laporan N/ N/ 6 laporan 6 laporan 00.00 6 laporan 6 laporan 00.00
1 Daerah . s % %
Penilaian Barang Milik A A
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
20 Optimalisasi Penggunaan, Optimalisasi Penggunaan, 7 dokumen N/ N/ 7 dokumen 7 dokumen 100.00 7 7 100.00
1 Pemanfaatan, Pemanfaatan, A A % dokumen dokumen %
Pemindahtanganan, Pemindahtanganan,

Pemusnahan, dan

Pemusnahan, dan
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Penghapusan Barang Milik
Daerah

Penghapusan Barang Milik
Daerah

Jumlah Laporan Hasil

20 Rekonsiliasi dalam rangka Rekonsiliasi dalam rangka 4 Laporan N/ N/ 1 dokumen 1 dokumen 100.00 4 Laporan | 4 Laporan 100.00
1 Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan A A % %
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
20 Penyusunan Laporan Jgr}‘llah Laporan Barang 14 laporan N/ N/ 14 laporan 14 laporan 1000'00 14 laporan | 14 laporan 1000'00
1 Barang Milik Daerah Milik Daerah yang Disusun A A %o %o
Jumlah Orang yang
20 Mengikuti Pembinaan 100.00 100.00
Pembinaan Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik 112 Orang N/ N/ 112 orang 112 orang 112 Orang | 112 Orang
1 s X % %
Barang Milik Daerah Daerah Pemerintah A A
Pemerintah Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan 1041 % N/ | N/ | 100.00 % 100.00 % 10000 1 104,10% | 102.00% | 97.98%
Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan PAD 9 A A %o
20 Persentase Realisasi 100% % N/ | N/ | 100.00 % 126.82 % 78.85% 100% 113.419% | 1341
1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah A A %
pendapatan Daerah
20 Perencanaan pengelolaan Jumlah Dokumen Rencana 1 Dokumen N/ N/ 1 dokumen 1 dokumen 100.00 1 1 100.00
1 pajak daerah Pengelolaan Pajak Daerah A A % Dokumen Dokumen %
Jumlah Laporan
20 Penyuluhan dan Pelaksanaan Penyuluhan 4 1 4 1 4 1 100.00 41 41 100.00
1 Penyebarluasan Kebijakan dan Penyebarluasan aporan 1\;‘/ 1\;‘/ aporan aporan % aporan aporan %
Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan Jumlah Laporan Hasil
? ’ i 100.00 17 17 100.00
20 dan Pelaporan Basis Data Pengolahan, Pemel?haraan, 17 Laporan N/ N/ 17 laporan 17 laporan o o
1 Paiak Daerah dan Pelaporan Basis Data A A % Laporan Laporan %
J Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Obyek Objek Objek 100.00 | 800 Obyek | 800 Obyek | 100.00
fo Perkotaan (PBBP2) serta Bea 800 Pa?; N N/ | Ny 800 Pa.Ja 5 800 Pa‘Ja . " Pa‘ag Pa.alf o
Perolehan Hak atas Tanah Jumlah Objek Pajak yang J A A J J ° J J °
dan Bangunan (BPHTB) Disesuaikan NJOP nya
20 Penetapan Wajib Pajak Jumlah Dokumen Ketetapan | 3600 Dokumen | N/ N/ 36000 dokumen 36000 dokumen 100.00 36000 36000 100.00
1 Daerah Pajak Daerah 0 A A % Dokumen Dokumen %
Jumlah Data Pelaporan
20 Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah yang Telah 1 Dok 1 " 1 " 100.00 12 12 100.00
1 Data Pelaporan Pajak Dilakukan Penelitian dan 2 oxumen I\X I\X 2 dokumen 2 dokumen % Dokumen Dokumen %

Daerah

Verifikasi
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Jumlah Dokumen Hasil

100.00 10 10 100.00
?0 Pelaksanaan Penagihan 10 Dokumen N/ N/ 10 dokumen 10 dokumen o Dokumen Dokumen o
Penagihan Pajak Daerah Pajak Daerah A A ° °
Jumlah Dokumen Hasil
20 Pengendalian, Pemeriksaan Pemeriksaan serta 100.00 12 12 100.00
? 1 dok 1 dok 1 dok
1 dan Pengawasan Pajak Pengendalian dan 2 oxumen N/ N/ 2 oxumen 2 oxumen % dokumen dokumen %
Daerah Pengawasan Pajak Daerah A A
Jumlah Laporan Hasil
20 Pembinaan dan Pengawasan | Pembinaan dan Pengawasan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 100.00 4 laporan 4 laporan 100.00
1 Pengelolaan Retribusi Pengelolaan Retribusi P N/ N/ P P % P P %
Daerah Daerah A A
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Magelang

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh
instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja
pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap
perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Magelang dapat lebih terarah yang secara
administratif memenuhi dapat

dapat persyaratan

yang

dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas

yang
disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan.
Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang akan lebih
bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap
kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Magelang hingga Triwulan II Tahun 2023
berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kota Magelang Tahun
2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Sasaran Strategi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Indikator Target Realisasi o
o
Strategis Kinerja 2023 2023 (TW II)
Persentase
Meningkatny | Capaian
a kualitas Akuntabilitas
Pengelolaan | Pengelolaan 90.13 98.95
91,09 ’ )
Keuangan Keuangan
dan Barang Daerah dan
Milik Daerah | Barang Milik
Daerah
Meningkatny | Rasio 41.16 118.93
- 34,61 ) )
a Kemandirian
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Kemandirian | Keuangan
Daerah Daerah
. Persentase
Meningkatny Pelayanan
a pelayanan
Perangkat {Drgfrrll;lia ¢ 100 100 100
Daerah Yahg | Daerah yang
berkualitas Berkualitas
Meningkatny g;:;;fse
a kualitas Akuntabilitas 75.16 82.20
Pengelolaan Pengelolaan 91,43 J J
Keuangan Keuangan
Daerah Daerah
Meningkatny EZ§:;?SC
a kualitas Akuntabilitas 105.10 115.81
Pengelolaa}r} Pengelolaan 90,76 ’ ’
Barang Milik Barang Milik
Daerah Daerah
Meningkatny | Rasio PAD
a terhadap 9525 30,12 119,29
Pendapatan | Pendapatan ’
daerah Daerah

Apabila dilihat dari tingkat kemajuan yang dicapai dari

masing-masing indikator sampai dengan triwulan II tahun 2022

untuk indikator pencapaian sasaran strategis diperoleh 1 (satu)

indikator dengan prosentase atau tingkat capaian sama dengan

100%, dan 3 (tiga) indikator yang tingkat kemajuannya lebih dari

100%. Maka bisa disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran

BPKAD Kota Magelang telah baik.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai

organisasi perangkat daerah dalam urusan Keuangan, disajikan

dalam tabel berikut ini
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Tabel 2.4.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Magelang

No. Indikator SPM/stan dar IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
nasional Analisis
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2021 2022 2023 2024 2022 2023(Tw II) 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
Indikator Renstra 2021-2026
Persentase Capaian
Akuntabilitas pengelolaan . ] 89,28% | 89,77% 91.09 92.03 113,55% 90,13 91.09 92.03
keuangan daerah dan Barang
Milik Daerah
Persentase Capaian
Akuntabilitas Pengelolaan 89,76% 89,76% 91.43 91.43 122,19% 75,16 91.43 91.43
Keuangan Daerah
Persentase capaian
pengelolaan keuangan daerah 100% 100% 100.00 100.00 100% 45,00 100.00 100.00
bidang anggaran
Persentase capaian
pengelolaan keuangan daerah 100% 100% 100.00 92.50 166,58 % 80,47 100.00 92.50
bidang perbendaharaan
Persentase capaian
pengelolaan keuangan daerah 82,76% 100% 100.00 100.00 100% 100,00 100.00 100.00
bidang akuntansi
Persentase Capaian
Akuntabilitas Pengelolaan 88,79% 89,77% 90.76 92.64 104,92% 105,10 90.76 92.64
Barang Milik Daerah
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Cakupan Pengelolaan BMD 85,71% 85,71% 85.71 85.71 100% 100 85.71 85.71

Rasio Kemandirian Keuangan 32,02% 36,16% 34.61 35.64 54,03% 41,16 34.61 35.64

Daerah

Rasio PAD terhadap 23,82% 26,05% 25,25 25,81 38,26% 30,12 25,25 25,81

pendapatan daerah

Persentase peningkatan 100% 104,19% 110.00 115,47 176,51% 62,33 110.00 115,47

Pendapatan Asli Daerah
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2.3

Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah
Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah menghadapi isu penting sebagai berikut:

1.
2.
3.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah kurang optimal;
Belum optimalnya pemanfaatan aset sebagai potensi PAD;
Pengelolaan keuangan yang baik, efisien, dan transparan

perlu ditingkatkan.

2.3.1 Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Bedasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 86 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang

Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Magelang mempunyai tugas dan fungsi dalam

memberikan pelayanan sebagai berikut:

Tugas :

1.

Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah

. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan

serta urusan umum dan kepegawaian pada Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah;

. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program

dan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di bawahnya;

.Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan

keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah

berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku,;

.Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda

tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
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6. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

7.Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah
diatur dalam Perda;

8. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses
pengadaaan barang/ jasa di lingkup Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan Daerah dan
pengelolaan barang milik Daerah;

10. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan
barang milik daerah di lingkup tugasnya;

11. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas bawahan;

12. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan masukan;

13. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan
pelaksanaan program dan  kegiatan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah; dan

14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi :

1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang
Milik Daerah

2. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan
program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan
kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku .
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4. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan

operasional di lingkup tugasnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja
pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Magelang difokuskan pada pelayanan urusan keuangan yang dapat
meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik

Daerah serta meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam
Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Beberapa permasalahan dan hambatan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, dimana berdasarkan ketentuan
ini terdapat beberapa substansi yang harus
ditindaklanjuti pemerintah daerah khususnya terkait
dengan pengelolaan pendapatan daerah;

b. Amanat dari PP Nomor 12 Tahun 2019 agar daerah
memenuhi kewajiban-kewajiban belanja wajib yang
besarannya ditentukan peraturan perundangan yang
berlaku. Ketidakpatuhan akan ketentuan ini berakibat
pada penundaan transfer atau pemotongan penyaluran
Dana Transfer Umum. Oleh karena itu perlu kecermatan
dalam penganggaran dan pengambilan kebijakan belanja
daerah.

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala
Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026, ditetapkan visi
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pembangunan Kota Magelang yaitu “Magelang Maju,

Sehat, dan Bahagia” Dalam rangka pencapaian visi secara

efektif dan efisien disusunlah misi Kota Magelang, yaitu:

MISI I

Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius,

Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtagq.

MISI 2

Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar
Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber

Daya Manusia.

MISI 3

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Dan Inovatif.

MISI 4

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan
Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi

Kerakyatan.

MISI 5

Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing
Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan

Infrastruktur.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang,

sebagai garda depan Urusan, menyelenggarakan urusan Keuangan

memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-3 Kota

Magelang yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Dan Inovatif

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan urusan/bidang , Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang terdapat

tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara

lain:

a.Belum terpenuhinya kualitas penganggaran sesuai dengan

ketentuan,;

b. Belum efektifnya proses penatausahaan keuangan;
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c. Belum terpenuhinya tertib administrasi pencatatan keuangan
yang diatur dalam kebijakan akuntansi untuk memperoleh
laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan
akuntabel,

d. Kurang optimalnya penerimaan PAD;

e. Penyajian usulan RKBMD dari OPD kurang tepat waktu;

f. Pemanfaatan dan pengamanan BMD yang belum optimal;

g. Kompetensi SDM Pengelola Barang yang masih kurang.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

a. Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai;

b. Komitmen semua pegawai untuk mencapai visi dan misi Kota
Magelang;

c. Ketersediaan SDM yang lebih dapat dioptimalkan;

d.Adanya Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah yang bisa dijadikan pedoman

dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Magelang.

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan
Kegiatan Prioritas Tahun 2023

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam
pelaksanan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai
organisasi yang berperan dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara
sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja
yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah
yang dapat dilakukan antara lain:

a. melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah

pada tahun 2023;
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b. Menetapkan kerangka pendanaan yang bisa menjadi basis
kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan
efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan
berorientasi pada konsep money follow programme priority;

c. Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk
mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan pembangunan daerah
yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari

penerimaan daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Renja Perubahan merupakan proses penjabaran dari sasaran
dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Rancangan awal
Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Magelang Tahun 2023 dibuat berdasarkan hasil analisis
kebutuhan. Urusan wajib Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Magelang terdiri dari O (nol) program dan O (nol)
kegiatan, Urusan Pilihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Magelang terdiri dari 03 program dan 06 kegiatan.
Serta 01 program pendukung dan 07 Kegiatan untuk kelancaran
pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan
program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai
dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel

berikut:
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Nama Perangkat Daerah: BPKAD Kota Magelang

Tabel 2. 4.2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2023
Kota Magelang

lembar...... dari.....
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Indikator Target Pagu Program/Kegiat Indikator Target Kebutuhan Catafan
Program/Kegiatan | Lokasi Kineria Ca agian Indikatif g an g Lokasi Kineria Ca fian Dana Penting
J P (Rp. 000) J P (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penvusunan Jumlah Penyusunan
yu Kota dokumen Dokumen Jumlah dokumen
Dokumen 2 Kota 3 6,914,900
Magelan | perencanaan 6,914,900 | Perencanaan perencanaan
Perencanaan Dokumen Magelang Dokumen
g perangkat Perangkat perangkat daerah
Perangkat Daerah
daerah Daerah
Dokumen Jumian
RKA-SKPD Dokumen RKA-
Koordinasi dan Kota dan Laporan Koordinasi dan SKPD dan
Penyusunan Maselan | Hasil p 1 9 854000 Penyusunan Kota Laporan Hasil 1 2,854,000
Dokumen RKA- g . . Dokumen ’ ’ Dokumen RKA- Magelang | Koordinasi dokumen
g Koordinasi
SKPD SKPD Penyusunan
Penyusunan
Dokumen RKA-
Dokumen SKPD
RKA-SKPD
Jumlah Jumlah
Dokumen
Dolumen Perubahan RKA-
Koordinasi dan Perubahan Koordinasi dan
Penyusunan Kota RKA-SKPD Penyusunan SKPD dan
yu 1 2,688,900 yu Kota Laporan Hasil 1 2,688,900
Dokumen Magelan | dan Laporan Dokumen Dokumen Magelan Koordinasi dokumen
Perubahan RKA- g Hasil Perubahan RKA- g g Pen nan
SKPD Koordinasi SKPD enyusuna
Penyusunan Dokumen
Dokamen Perubahan RKA-
SKPD
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Perubahan

RKA-SKPD
Jumlah Jumlah
Dolumen Dokumen DPA-
DPA-SKPD SKPD dan
Koordinasi dan Kota dan'Laporan 1 3,317,000 Koordinasi dan Kota Laporan Hasil 1 3,317,000
Penyusunan DPA- Magelan | Hasil Dokumen Penyusunan Magelan; Koordinasi dokumen
SKPD g Koordinasi DPA-SKPD gelang Penyusunan
Penyusunan Dokumen DPA-
Dokumen SKPD
DPA-SKPD
Jumlah Jumlah
Dokumen Dokumen
g%r:_béaé?g Perubahan DPA-
Koordinasi dan Kota dan Laporan Koordinasi dan SKPD dan
Penyusunan Macelan | Hasil b 1 3,469,800 | Penyusunan Kota Laporan Hasil 1 3,469,800
Perubahan DPA- g . . Dokumen Perubahan DPA- Magelang | Koordinasi dokumen
g Koordinasi
SKPD SKPD Penyusunan
Penyusunan Dokumen
Dokumen Perubahan DPA-
Perubahan SKPD
DPA-SKPD
Jumlah
Laporan
Capaian
ﬁ;ﬁgg:rdan Jumlah Laporan
Realisasi Capaian Kinerja
Kineria dan Ikhtisar
Koordinasi dan J Koordinasi dan Realisasi Kinerja
SKPD dan
Penyusunan Kota Laporan Penyusunan SKPD dan
Laporan Capaian S 12,631,400 | Laporan Capaian | Kota Laporan Hasil 12,628,000
. Magelan | Hasil . - . 30 laporan
Kinerja dan . . 30 laporan Kinerja dan Magelang | Koordinasi
. o g Koordinasi . N
Ikhtisar Realisasi Penvusunan Ikhtisar Realisasi Penyusunan
Kinerja SKPD La z}l an Kinerja SKPD Laporan Capaian
Cap aian Kinerja dan
Kirlferja dan Ikhtisar Realisasi
Ikhtisar Kinerja SKPD
Realisasi
Kinerja
SKPD
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Jumlah

Jumlah Orang

i i Orang yang i i 8,881,827,80
Penyedlalan Gaji Kota Menerima 48 8,010,406, Penyedlgan Gaji Kota yang Menerima 41 ) ) ,
dan Tunjangan Magelan o Orang/Bul dan Tunjangan - Orang/Bu 7

Gaji dan 239 Magelang | Gaji dan
ASN g . an ASN . lan

Tunjangan Tunjangan ASN

ASN

Jumlah

Dokumen Pelaksanaan Jumlah

Dokumen
Pelaksanaan Kota Penatausaha Penatausahaan Penatausahaan
Penatausahaan dan an dan 24 dan Kota 24 13,291,900
.. X Magelan .. 13,291,900 " . dan
Pengujian/Verifikas Pengujian/V | Dokumen Pengujian/Verifik | Magelang . . Dokumen
. g . - . Pengujian/Verifik
i Keuangan SKPD erifikasi asi Keuangan .
asi Keuangan

Keuangan SKPD SKPD

SKPD

Jumlah

Laporan Jumlah Laporan

Keuangan Keuangan

Bulanan/ Bulanan/

Triwulanan/ Koordinasi dan Triwulanan/
Koordinasi dan Semesteran Penyusunan Semesteran
Penyusunan Kota SKPD dan Laporan SKPD dan
Laporan Keuangan | \ ' ° | Laporan 18 49 781 838 | Keuangan Kota Laporan 18 61,934,928
Bulanan/ g Koordinasi Laporan ’ ’ Bulanan/ Magelang | Koordinasi Laporan
Triwulanan/ g Penyusunan Triwulanan/ Penyusunan
Semesteran SKPD Laporan Semesteran Laporan

Keuangan SKPD Keuangan

Bulanan/Tri Bulanan/Triwula

wulanan/Se nan/Semesteran

mesteran SKPD

SKPD
Pendataan dan Pendataan Pendataan dan Pendataan dan
Pengolahan Kota dan 12 Pengolahan Kota Pengolahan 12
Administrasi Magelan izrrfﬂfls?f;si Dokumen 1,999,800 Administrasi Magelang | Administrasi Dokumen 1,999,800
Kepegawaian g - Kepegawaian Kepegawaian

Kepegawaian

4 Jumlah Penyediaan Jumlah paket
Penyediaan Kota paket Komponen komponen
Komponen Instalasi komponen 5,986,400 | Instalasi Kota compon 5,986,400

e Magelan | . . 35 Paket s instalasi 35 Paket
Listrik/Penerangan instalasi Listrik/Penerang | Magelang .
g . listrik /peneranga
Bangunan Kantor listrik /pener an Bangunan
n bangunan
angan Kantor
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bangunan

kantor yang

kantor yang disediakan
disediakan
Kota \;talll:;ltagahan Penyediaan Jumlah paket
Penyediaan Bahan o 15,463,500 . Kota bahan logistik 15,463,500
v Magelan | logistik 80 Paket Bahan Logistik 80 Paket
Logistik Kantor Magelang | kantor yang
g kantor yang Kantor S
isedi disediakan
disediakan
Jumlah
Paket Penyediaan Jumlah Paket
Penyediaan Barang | Kota Barang 9.567.700 Barang Cetakan 9.567.700
Cetakan dan Magelan | Cetakan dan | 15 Paket U Barang Cetakan Kota dan 15 Paket U
dan Magelang
Penggandaan g Penggandaa Penggandaan
Penggandaan .
n yang yang Disediakan
Disediakan
Jumlah
Dokumen Jumlah
Penyediaan Bahan Bahan Penyediaan Dokumen Bahan
Bacaan dan Kota Bacaan dan 3 5,400,000 Bahan Bacaan Kota Bacaan dan 3 5,400,000
Peraturan Magelan | Peraturan dan Peraturan Peraturan
Dokumen Magelang Dokumen
Perundang- g Perundang- Perundang- Perundang-
undangan Undangan undangan Undangan yang
yang Disediakan
Disediakan
Jumlah
. Kota Paket . Jumlah Paket
6,943,600 . 6,943,600
Penyediaan . Magelan | Bahan/Mate | 25 Paket Penyediaan . Kota Bahan/Material 25 Paket
Bahan/Material . Bahan/Material Magelang .
g rial yang yang Disediakan
Disediakan
Jumlah
Fasilitasi Yota | Laporan 14 14,364,000 | Fasilitasi Kota Jumiah Laporan. | 4 14,364,000
Kunjungan Tamu Magelan | Fasilitasi Laporan Kunjungan Tamu | Magelang Fasilitasi Laporan
g Kunjungan Kunjungan Tamu
Tamu
Jumlah
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Kota Laporan Penyelenggaraan Penvelengsaraan
Rapat Koordinasi Penyelenggar | 26 111,616,00 | Rapat Koordinasi | Kota A ssar . | 31
. Magelan . Rapat Koordinasi 111,616,000
dan Konsultasi aan Rapat Laporan 0 dan Konsultasi Magelang . Laporan
g - . dan Konsultasi
SKPD Koordinasi SKPD
dan SKPD
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Konsultasi

SKPD
Pengadaan Pengadaan Jumlah Unit
Kota
Peralatan dan Peralatan dan Kota Peralatan dan .
. . Magelan . . . . 2 unit 26,543,400
Mesin Lainnya Mesin Lainnya Magelang | Mesin Lainnya
g yang Disediakan
Jumlah
. Laporan . Jumlah Laporan 53.590.460
Fonyediean Jee Penyediaan | 9500 | 71,607,479 | Eenyediean Jea Penyedioan Jusa | 100, | %%
Jasa Surat p yu Surat Menyurat b
Menyurat
Jumlah
;2g023?aan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Kota JasZ Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Komunikasi, N 315,849,08 | Komunikasi, Kota Komunikasi, 315,849,084
. Magelan | Komunikasi, | 5 Laporan . . S Laporan
Sumber Daya Air 4 | Sumber Daya Air | Magelang | Sumber Daya Air
s g Sumber N .
dan Listrik . dan Listrik dan Listrik yang
Daya Air dan T
N Disediakan
Listrik yang
Disediakan
Jumlah
. Laporan . Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Kota Penyediaan Penyediaan Jasa Kota Penyediaan Jasa 54,042,008
Pelayanan Umum Magelan 12 laporan | 90,085,095 | Pelayanan 12 laporan
Jasa Magelang | Pelayanan
Kantor g Umum Kantor
Pelayanan Umum
Umum
Jumlah
Kendaraan Penyediaan Jasa
. . Jumlah
Penyediaan Jasa Perorangan Pemeliharaan,
- . - Kendaraan
Pemeliharaan, Dinas atau Biaya
Biaya Kendaraan 242 093.00 | Pemeliharaan, Pgrorangan
Pemeliharaan, dan Kota Dinas . o dan Pajak Kota Dinas atau . 242,093,000
. Magelan 24 unit 0 Kendaraan Dinas | 24 unit
Pajak Kendaraan Jabatan Kendaraan Magelang
- g Jabatan yang
Perorangan Dinas yang Perorangan .
.o, . Dipelihara dan
atau Kendaraan Dipelihara Dinas atau dibavarkan
Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Pa'ain a
dibayarkan Jabatan J Yy
Pajaknya
Penyediaan Jasa Kota Jumlah 324,956,96 | Penyediaan Jasa Jumlah
: . : Kota . . 324,956,964
Pemeliharaan, Magelan | Kendaraan 46 Unit 4 | Pemeliharaan, Kendaraan Dinas | 46 Unit
. . . Magelang .
Biaya g Dinas Biaya Operasional atau
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Pemeliharaan, Operasional Pemeliharaan, Lapangan yang
Pajak dan Perizinan atau Pajak dan Dipelihara dan
Kendaraan Dinas Lapangan Perizinan dibayarkan Pajak
Operasional atau yang Kendaraan Dinas dan Perizinannya
Lapangan Dipelihara Operasional atau
dan Lapangan
dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah 69,905,000 69,905,000
Pemeliharaan Kota Peralatar_l Pemeliharaan Jumlah
dan Mesin . Kota Peralatan dan .
Peralatan dan Magelan . 92 unit Peralatan dan - . 92 unit
. . Lainnya . . Magelang | Mesin Lainnya
Mesin Lainnya g Mesin Lainnya L
yang yang dipelihara
dipelihara
Jumlah Aset
Pemeliharaan Aset | LOt@ Tak . 193,375,00 Pemeliharaan Kota Jumlah Aset Tak . 153,375,000
) Magelan | Berwujud 4 Unit Aset Tak Berwujud yang 3 unit
Tak Berwujud 0 - Magelang R
g yang Berwujud dipelihara
dipelihara
Jumlah
. Gedung Pemeliharaan/Re Jumlah Gedung
Pemeliharaan/Reha Kantor dan e . Kantor dan
bilitasi Gedung Kota Bangunan 657,393,22 habilitasi Gedung Kota Bangunan
Magelan - 9 unit ’ ’ Kantor dan - 9 unit 659,277,728
Kantor dan Lainnya 6 Magelang | Lainnya yang
. g Bangunan oo -
Bangunan Lainnya yang Lainnva dipelihara/direha
dipelihara/di ¥y bilitasi
rehabilitasi
Jumlah Jumlah
Koordinasi dan Kota Dokumen 9 Koordinasi dan Kota Dokumen KUA 9 33,513,300
Penyusunan KUA Magelan | KUA dan Dokumen 53,935,300 | Penyusunan KUA Magelan dan PPAS van dokumen
dan PPAS g PPAS yang dan PPAS gelang | g8 yang
. Disusun
Disusun
Jumlah Jumlah
Koordinasi dan Dokumen Koordinasi dan
Penyusunan Kota Perubahan Penyusunan Dokumen
36,605,000
Perubahan KUA Magelan | KUA dan 2 37,364,000 | Perubahan KUA Kota Perubahan KUA 2 ’ ’
Dokumen Magelang | dan Perubahan dokumen
dan Perubahan g Perubahan dan Perubahan PPAS van
PPAS PPAS yang PPAS S yang
. Disusun
Disusun
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Koordinasi, Kota Jumlah Koordinasi, Jumlah RKA-
Penyusunan dan Magelan RKA-SKPD 28 40.494 400 | Penyusunan dan | Kota SKPD van 28 40,494,400
Verifikasi RKA- g yang Dokumen ’ ’ Verifikasi RKA- Magelang Di erif§1’ka S‘c’; Dokumen
SKPD g Diverifikasi SKPD v
Koordinasi, Jumlah Koordinasi,
Penyusunan dan Kota Perubahan Penyusunan dan Jumlah
- 8,173,100
Verifikasi Magelan | RKA-SKPD | 23 15,381,600 | Verifikasi Kota Perubahan RKA- | 28
Dokumen Magelang | SKPD yang Dokumen
Perubahan RKA- g yang Perubahan RKA- Diverifikas:
SKPD Diverifikasi SKPD crittkas
Koordinasi, Jumlah Koordinasi,
Penyusunan dan fll(;taelan DPA- SKPD 28 9.601.000 | Penyusunandan | Kota ‘S];I;]gaha?lpA_ 28 9,601,000
Verifikasi DPA- g yang Dokumen ’ ’ Verifikasi DPA- Magelang Di erigkagi Dokumen
SKPD g Diverifikasi SKPD v S
Koordinasi, Jumlah Koordinasi,
Penyusunan dan Kota Perubahan Penyusunan dan Jumlah
- 0
Verifikasi Magelan | DPA-SKPD | 23 7,342,800 | Verifikasi Kota Perubahan DPA- | 28
Dokumen Magelang | SKPD yang dokumen
Perubahan DPA- g yang Perubahan DPA- Diverifikas:
SKPD Diverifikasi SKPD
Jumlah
Peraturan Koordinasi dan
. . Jumlah
Koordinasi dan Daerah Penyusunan
Peraturan
Penyusunan tentang Peraturan Daerah tentan
Peraturan Daerah Kota APBD dan Daerah tentang g
2 129,415,16 Kota APBD dan 2
tentang APBD dan Magelan | Peraturan APBD dan 148,330,160
Dokumen 0 Magelang | Peraturan Kepala | dokumen
Peraturan Kepala g Kepala Peraturan Kepala
Daerah tentang
Daerah tentang Daerah Daerah tentang .
. . Penjabaran
Penjabaran APBD tentang Penjabaran APBD
Penjabaran APBD
APBD
Jumlah Koordinasi dan
Koordinasi dan Peraturan Jumlah
Penyusunan
Penyusunan Daerah Peraturan
Peraturan
Peraturan Daerah tentang Daerah tentan Daerah tentang
tentang Perubahan | Kota Perubahan 3 Perubahan APgD Kota Perubahan APBD 9
APBD dan Magelan | APBD dan 95,544,700 dan Peraturan 95,544,700
Dokumen dan Peraturan Magelang dokumen
Peraturan Kepala g Peraturan Kepala Daerah
Kepala Daerah
Daerah tentang Kepala tentang
. tentang .
Penjabaran Daerah Peniabaran Penjabaran
Perubahan APBD tentang J Perubahan APBD
. Perubahan APBD
Penjabaran
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Perubahan

APBD
Jumlah
Koordinasi dan Dokumen Koordinasi dan Jumlah
Penyusunan Regulasi 1 Penyusunan Dokumen 1
Regulasi serta serta Dokumen 76,366,000 | Regulasi serta Regulasi serta Dokumen 11,454,000
Kebijakan Bidang Kebijakan Kebijakan Bidang Kebijakan
Anggaran Bidang Anggaran Bidang Anggaran
Anggaran
Jumlah
Penyiapan, Dokumen Penyiapan, Jumlah
Pelaksanaan Kota Hasil Pelaksanaan Dokumen Hasil
Pengendalian dan Magelan | Pengendalia 112 8.199 400 | Pengendalian Kota Pengendalian 112 8,199,400
Penerbitan g n dan Dokumen ’ ’ dan Penerbitan Magelang | dan Penerbitan dokumen
Anggaran Kas dan g Penerbitan Anggaran Kas Anggaran Kas
SPD Anggaran dan SPD dan SPD
Kas dan SPD
Jumlah 10,116,800
Dokumen Jumlah
Penatausahaan Kota Hasil 12 Penatausahaan Kota Dokumen Hasil 12
Pembiayaan Magelan | Penatausaha 10,116,800 | Pembiayaan Penatausahaan
Dokumen Magelang . Dokumen
Daerah g an Daerah Pembiayaan
Pembiayaan Daerah
Daerah
Jumlah
Dokumen Jumlah
Hasil Koordinasi, Dokumen Hasil
Koordinasi, Koordinasi, Fasilitasi, Koordinasi,
Fasilitasi, Asistensi, Fasilitasi, Asistensi, Fasilitasi,
Sinkronisasi, Asistensi, Sinkronisasi, Asistensi,
E{upg:v@i, 4 Kota Sinkror}i_sasi, 6 f/{upg:v@i, 4 Kot zinkror'li.sasi, 27,953,00
onitoring dan upervisi, onitoring dan ota upervisi,
Evaluasi # Magelan MoI;litoring, Dokumen 31,829,000 Evaluasi ¢ Magelang Molralitoring, dan 16 laporan | 0
Pengelolaan Dana g dan Evaluasi Pengelolaan Evaluasi
Perimbangan dan Pengelolaan Dana Pengelolaan
Dana Transfer Dana Perimbangan dan Dana
Lainnya Perimbangan Dana Transfer Perimbangan dan
dan Dana Lainnya Dana Transfer
Transfer Lainnya
Lainnya
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Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/
Pemotongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

Kota
Magelan

g

Jumlah
Laporan
Realisasi
Penerimaan
dan
Pengeluaran
Kas Daerah,
Laporan
Aliran Kas,
dan
Pelaksanaan
Pemungutan
/Pemotonga
n dan
Penyetoran
Perhitungan
Fihak Ketiga
(PFK) dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
dalam
rangka
Penyusunan
Laporan
Realisasi
Penerimaan
dan
Pengeluaran
Kas Daerah,
Laporan
Aliran Kas,
dan
Pelaksanaan
Pemungutan
/Pemotonga
n dan
Penyetoran
Perhitungan
Fihak Ketiga
(PFK)

20
Laporan

56,330,800

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan
Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/
Pemotongan dan
Penyetoran
Perhitungan
Fihak Ketiga
(PFK)

Kota
Magelang

Jumlah Laporan
Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pe
motongan dan
Penyetoran
Perhitungan
Fihak Ketiga
(PFK) dan
Laporan Hasil
Koordinasi dalam
rangka
Penyusunan
Laporan
Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pe
motongan dan
Penyetoran
Perhitungan
Fihak Ketiga
(PFK)

20
Laporan

56,330,80
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Jumlah

Dokumen
Hasil
Rekonsiliasi Jumlah
e s Data Rekonsiliasi Data Dokumen Hasil
Rekonsiliasi Data . . o
. Penerimaan Penerimaan dan Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan dan Pengeluaran Kas Penerimaan dan
100,595,00
Pengeluaran Kas Kota Pengeluaran 12 105,688,00 | serta Kota Pengeluaran Kas 12
serta Pemungutan Magelan 0
Kas serta Dokumen 0 | Pemungutan dan | Magelang | serta Dokumen
dan Pemotongan g
Pemungutan Pemotongan atas Pemungutan dan
atas SP2D dengan
Instansi Terkait dan SP2D df:ngan _ Pemotongan atas
Pemotongan Instansi Terkait SP2D dengan
atas SP2D Instansi Terkait
dengan
Instansi
Terkait
Jumlah
Petur}_]uk Penyusunan Jumlah Petunjuk
Teknis . . .
. . Petunjuk Teknis Teknis
Penyusunan Administrasi e . o .
. . Administrasi Administrasi
Petunjuk Teknis Keuangan
e . Keuangan yang Keuangan yang
Administrasi yang . .
. Berkaitan Berkaitan
Keuangan yang Berkaitan dengan dengan
Berkaitan dengan Kota dengan ga ga 16,068,20
- . 1 Penerimaan dan Kota Penerimaan dan 1
Penerimaan dan Magelan | Penerimaan 18,082,000 0
Dokumen Pengeluaran Kas Magelang | Pengeluaran Kas dokumen
Pengeluaran Kas g dan
serta serta
serta Pengeluaran
Penatausahaan Penatausahaan
Penatausahaan dan Kas serta
. dan dan
Pertanggungjawaba Penatausaha . .
. Pertanggungjawa Pertanggungjawa
n Sub Kegiatan an dan
Pertanggung ban' Sub ban. Sub
awaban Sub Kegiatan Kegiatan
Kegiatan
Rekonsiliasi dan Jumlah Rekonsiliasi dan Jumlah
Verifikasi Aset, Dokumen Verifikasi Aset, Dokumen Hasil
Kewajiban, Hasil Kewajiban, Rekonsiliasi dan
Ekuitas, Kota Rekonsiliasi 102 Ekuitas, Kota Verifikasi Aset, 102 26,859,54
Pendapatan, Magelan | dan Dokumen 32,865,219 | Pendapatan, Magelan Kewajiban, dokumen 6
Belanja, g Verifikasi Belanja, g g Ekuitas,
Pembiayaan, Aset, Pembiayaan, Pendapatan,
PendapatanLO dan Kewajiban, PendapatanLO Belanja,
Beban Ekuitas, dan Beban Pembiayaan,
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Pendapatan,

Pendapatan-LO,

Belanja, dan Beban
Pembiayaan,
Pendapatan-
LO, dan
Beban
Jumlah
Laporan Konsolidasi Jumlah Laporan
Konsolidasi Keuangan Laporan Keuangan SKPD,
SKPD, BLUD Keuangan SKPD, BLUD dan 35.051.26
Laporan Keuangan Kota dan Laporan | 12 BLUD dan Kota Laporan ’ ’
SKPD, BLUD dan Magelan p 28,479,719 P 12 laporan
Keuangan Laporan Laporan Magelang | Keuangan
Laporan Keuangan g : :
. Pemerintah Keuangan Pemerintah
Pemerintah Daerah :
Daerah yang Pemerintah Daerah yang
Terkonsolida Daerah Terkonsolidasi
si
Jumlah
Rancangan
. . Peraturan Koordinasi dan
Koordinasi dan Daerah
Penyusunan Jumlah
Penyusunan tentang
. Rancangan Rancangan
Rancangan Pertanggungj
Peraturan Peraturan
Peraturan Daerah awaban
Daerah tentang Daerah tentang
tentang Pelaksanaan Pertanggungjawa Pertanggungjawa
Pertanggungjawaba APBD sgungl gEung)
ban Pelaksanaan ban Pelaksanaan
n Pelaksanaan Kabupaten/ APBD APBD
APBD Kota Kota dan 91,890,90
2 Kabupaten/Kota Kota Kabupaten/Kota 2
Kabupaten /Kota Magelan | Rancangan 91,890,900
Dokumen dan Rancangan Magelang | dan Rancangan dokumen
dan Rancangan g Peraturan
Peraturan Kepala Peraturan Kepala
Peraturan Kepala Kepala
Daerah tentang Daerah tentang
Daerah tentang Daerah ; .

. Penjabaran Penjabaran
Penjabaran tentang Pertanggungjawa Pertanggungjawa
Eertanggung]awaba gzg:ﬁ;;ﬁgj ban ban Pelaksanaan
Pelaksanaan APBD awaban Pelaksanaan APBD

APBD Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kabupaten/Kota
APBD P
Kabupaten/
Kota
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Jumlah
Dokumen

. Jumlah
Penyusunan Hasil Penyusunan Dokumen Hasil
Analisis Laporan Kota Analisis 2 Analisis Laporan Kota Analisis Laporan 9 12,225,60
Pertanggungjawaba | Magelan | Laporan 12,225,600 | Pertanggungjawa bo 0
. | Dokumen Magelang | Pertanggungjawa | Dokumen

n Pelaksanaan g Pertanggungj ban Pelaksanaan ban Pelaksanaan
APBD awaban APBD APBD

Pelaksanaan

APBD

Jumlah
Penvusunan g;ll?lljakan Penyusunan Jumlah
Keb}ir'u akan dan Panduan Kebijakan dan Kebijakan dan
Pan chuan Teknis Kota Teknis Panduan Teknis Panduan Teknis 40.144.76

. . 1 Operasional Kota Operasional 1 ’ ’
Operasional Magelan | Operasional 34,068,219 4
Dokumen Penyelenggaraan | Magelang | Penyelenggaraan | dokumen

Penyelenggaraan g Penyelenggar Akuntans: Akuntans:
Akuntgnm aan . Pemerintah Pemerintah
Pemerintah Daerah Akuntansi Daerah Daerah

Pemerintah

Daerah

Jumlah

Orang yang

Mengikuti Jumlah Orang
Pembinaan Pembinaan Pembinaan yang Mengikuti
Akuntansi, Kota Akuntansi, Akuntansi, Pembinaan
Pelaporan dan Pelaporan Pelaporan dan Kota Akuntansi,

. Magelan 103 Orang | 68,749,560 . 103 Orang | 137,265,560

Pertanggungjawaba dan Pertanggungjawa | Magelang | Pelaporan dan
n Pemerintah g Pertanggungj ban Pemerintah Pertanggungjawa
Kabupaten/Kota awaban Kabupaten/Kota ban Pemerintah

Pemerintah Kabupaten/Kota

Kabupaten/

Kota

Jumlah

Laporan

. Jumlah Laporan
Pengelolaan Dana | Kota Hasil 12 8,000,000, | Pengelolaan Kota Hasil Pengelolaan | 12 15,591,464,2
Darurat dan Magelan | Pengelolaan Dana Darurat
Laporan 000 Magelang | Dana Darurat Laporan 00

Mendesak g Dana dan Mendesak dan Mendesak

Darurat dan

Mendesak
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Jumlah

Penyusunan Kota Standar 2 Penyusunan Kota Jumlah Standar 3
yu Magelan 20,481,900 yu Harga yang 19,854,900
Standar Harga Harga yang Dokumen Standar Harga Magelang . dokumen
g . Disusun
Disusun
Penyusunan
Penyusunan Standar Penyusunan Penyusunan
s Standar Barang Standar Barang
Standar Barang Barang Milik i s
s Kota Milik Daerah dan Milik Daerah dan
Milik Daerah dan Daerah dan 1 Kota 1
Magelan 45,799,900 | Standar Standar 45,799,900
Standar Kebutuhan Standar Dokumen Magelang Dokumen
1 g Kebutuhan Kebutuhan
Barang Milik Kebutuhan s o
s Barang Milik Barang Milik
Daerah Barang Milik
Daerah Daerah
Daerah
Jumlah Penyusunan
Penyusunan Jumlah Rencana
Kota Rencana Perencanaan
Perencanaan 7 Kota Kebutuhan 7 20,539,700
Magelan | Kebutuhan 20,539,700 | Kebutuhan e
Kebutuhan Barang - Dokumen s Magelang | Barang Milik dokumen
ot g Barang Milik Barang Milik
Milik Daerah Daerah
Daerah Daerah
Jumlah
Penatausahaan Kota Laporan Penatausahaan Jumlah Laporan
o b 195,053,37 o Kota Penatausahaan 254,638,356
Barang Milik Magelan | Penatausaha | 1 Laporan Barang Milik o 2 Laporan
6 Magelang | Barang Milik
Daerah g an Barang Daerah Daerah
Milik Daerah
Jumlah Jumlah Laporan
e Laporan s .
Inventarisasi Kota Hasil Inventarisasi Kota Hasil 56.495.500
Barang Milik Magelan . . | 1Laporan 56,495,500 | Barang Milik Inventarisasi 1 laporan ’ ’
Inventarisasi Magelang
Daerah g Daerah (LHI) Barang
(LHI) Barang Milik Daerah
Milik Daerah
Jumlah Jumlah Laporan
Pengamanan Kota Laporan Pengamanan Hasil
gamana Hasil 12 352,257,70 gamans Kota 12 230,457,700
Barang Milik Magelan Barang Milik Pengamanan
Pengamanan | Laporan 0 Magelang o dokumen
Daerah g o Daerah Barang Milik
Barang Milik
Daerah
Daerah
Jumlah Jumlah Laporan
Laporan Hasil Penilaian
s Kota Hasil - arang Milik
Penilaian Barang . 245,791,70 | Penilaian Barang | Kota . 245,791,700
. Magelan | Penilaian 6 Laporan o Daerah dan Hasil | 6 Laporan
Milik Daerah o 0 | Milik Daerah Magelang . -
g arang Milik Koordinasi

Daerah dan
Hasil

Penilaian Barang
Milik Daerah
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Koordinasi

Penilaian
Barang Milik
Daerah
Jumlah
polaumen Jumlah
. c . c Optimalisasi Dokumen Hasil
Optimalisasi Optimalisasi . S
Penggunaan, Optimalisasi
Penggunaan, Penggunaan,
Pemanfaatan, Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemanfaatan .
- Kota Pemindahtangan Pemanfaatan,
Pemindahtanganan , 7 Kota : 7 138,178,115
Magelan . 80,207,466 | an, Pemusnahan, Pemindahtangan
, Pemusnahan, dan Pemindahta Dokumen Magelang Dokumen
g dan an, Pemusnahan,
Penghapusan nganan,
s Penghapusan dan
Barang Milik Pemusnahan s
Barang Milik Penghapusan
Daerah , dan oo
Daerah Barang Milik
Penghapusa
Daerah
n Barang
Milik Daerah
Jumlah
Penyusunan Kota Laporan Penyusunan Jumlah Lgporan 03.925.928
Laporan Barang Magelan | Barang Milik 11: oran 81,772,838 | Laporan Barang ﬁ(:aelan 321;2}% Malﬁk 14 laporan ’ ’
Milik Daerah g Daerah yang p Milik Daerah g g - yang
. Disusun
Disusun
Jumlah
Orang yang Jumlah Orang
. Mengikuti Pembinaan yang Mengikuti
Pembinaan . .
Pengelolaan Barang | Kota Pembinaan Pengelolaan Pembinaan
ili 26,809,800
Milik Daerah Magelan | bengelolaan | oo o e | 35,600,800 | Barang Milik Kota Pengelolaan 200 orang
- Barang Milik Daerah Magelang | Barang Milik
Pemerintah g .
Kabupaten/Kota Daerah Pemerintah Daerah
p Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah
Kabupaten/ Kabupaten/Kota
Kota
%%I;ﬁ?:en Jumlah
Perencanaan Kota Perencanaan Dokumen 1,581,952,37
. Rencana 1 1,446,571, Kota 1
Pengelolaan Pajak Magelan Pengelolaan Rencana 8
Pengelolaan Dokumen 155 . Magelang Dokumen
Daerah g . Pajak Daerah Pengelolaan
Pajak .
Pajak Daerah
Daerah
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Jumlah

Laporan
Pelaksanaan Jumlah Laporan
Penyuluhan dan Kota Penyuluhan Penyuluhan dan Pelaksanaan
Penyebarluasan Magelan | 480 4 Laporan 17 640 600 | Penyebarluasan Kota Penyuluhandan | , 17,640,600
Kebijakan Pajak g Penyebarlua p ’ ? Kebijakan Pajak Magelang | Penyebarluasan p
Daerah g san Daerah Kebijakan Pajak
Kebijakan Daerah
Pajak
Daerah
Jumlah
Lapgran Jumlah Laporan
Hasil .
Pengolahan, Hasil
Pengolahan, Kota Pengolahan, Pemeliharaan Pengolahan
Pemeliharaan, dan Pemeliharaa | 17 ’ Kota g0 ’ 17 68,985,000
. Magelan 68,985,000 | dan Pelaporan Pemeliharaan,
Pelaporan Basis n, dan Laporan . . Magelang Laporan
. g Basis Data Pajak dan Pelaporan
Data Pajak Daerah Pelaporan . .
. Daerah Basis Data Pajak
Basis Data
. Daerah
Pajak
Daerah
Penilaian Pajak Pemlguan Pajalc
) Bumi dan
Bumi dan Bangunan
Bangunan Jumlah .
Perdesaan dan Kota Objek Pajak | 1200 Perdesaan dan Jumlah Objek 1200
Perkotaan Kota Pajak yang 24,180,000
Perkotaan (PBBP2) Magelan | yang obyek 24,180,000 . . obyek
. . ! (PBBP2) serta Magelang | Disesuaikan ?
serta Bea Perolehan | g Disesuaikan pajak pajak
Bea Perolehan NJOP nya
Hak atas Tanah NJOP nya
Hak atas Tanah
dan Bangunan
(BPHTB) dan Bangunan
(BPHTB)
Kota %%gilen Jumlah
Penetapan Wajib Magelan | Ketetapan 36.000 65967 200 | Penetapan Wajib | Kota Dokumen 36000 65,967,200
Pajak Daerah g eap Dokumen ’ ’ Pajak Daerah Magelang | Ketetapan Pajak Dokumen
g Pajak Daerah
Daerah
Jumlah Data Jumlah Data
Penelitian dan Kota Pelaporan Penelitian dan Pelaporan Pajak
Verifikasi Data Magelan | Pajak 12 7 878.900 | Verifikasi Data Kota Daerah yang 12 7,878,900
Pelaporan Pajak g Daerah yang | Dokumen ’ ’ Pelaporan Pajak Magelang | Telah Dilakukan Dokumen
Daerah g Telah Daerah Penelitian dan
Dilakukan Verifikasi
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Penelitian
dan

Verifikasi
Jumlah
Dokumen Jumlah
Penagihan Pajak Kota Hasil 10 309,565,70 | Penagihan Pajak Kota Dolumen Hasil 10 221,765,700
Magelan | Pelaksanaan Pelaksanaan
Daerah . Dokumen 0 | Daerah Magelang . . Dokumen
g Penagihan Penagihan Pajak
Pajak Daerah
Daerah
Jumlah
Dok}lmen Jumlah
Hasil .
. . . Dokumen Hasil
Pengendalian, Pemeriksaan Pengendalian, . 55.355.40
. Kota . Pemeriksaan s ,
Pemeriksaan dan Magelan serta 12 116,355,40 | Pemeriksaan dan | Kota serta 12 0
Pengawasan Pajak g Pengendalia Dokumen 0 | Pengawasan Magelang . Dokumen
g . Pengendalian
Daerah n dan Pajak Daerah
dan Pengawasan
Pengawasan .
. Pajak Daerah
Pajak
Daerah
Jumlah
Laporan .
Pembinaan dan Hasil Pembinaan dan Jumlah Laporan
. Pengawasan . .
Pengawasan Kota Pembinaan Penselolaan Kota Hasil Pembinaan
Pengelolaan Pajak Magelan | dan 4 Laporan 92,489,900 ne dan Pengawasan | 4 Laporan | 111,179,900
Pajak Daerah Magelang
Daerah dan g Pengawasan dan Retribusi Pengelolaan
Retribusi Daerah Pengelolaan Retribusi Daerah
> - Daerah
Retribusi
Daerah
Jumlah
Laporan Jumlah Laporan
Bletrontiasi | Ko | Ferkembens Betonian | e | pkembengan
Transaksi Magelan . 1 Laporan 36,256,800 . . 1 Laporan 36,256,800
. Elektronifika Pemerintah Magelang | Transaksi
Pemerintah Daerah | g . ) .
si Transaksi Daerah Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah
22,482,83 30,921,435,1
TOTAL 4,211 TOTAL 40
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
sebagai unsur penunjang pembangunan daerah melakukan
penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang
secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai
Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional
tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses
perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang
tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para
pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-
asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang
langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil
pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan
pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan
agenda prioritas pembangunan tahun 2023 yang tertuang di dalam
RPJMD 2021-2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut
kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang
mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk perubahan tahun
2023 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Magelang diakomodir dalam program dan
kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut: (tidak ada)

Tabel 2. 5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Perubahan Tahun 2023 Kota Magelang

Nama Perangkat Daerah : BPKAD Kota Magelang

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Besaran/Volume Catatan
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan
Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi “Indonesia 2045
Berdaulat, Adil, Makmur”. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini
merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka
panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan
makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV “Mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM
berkualitas dan berdaya saing”. Dalam rancangan teknokratik,
RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1)
memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3)
meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
(4)revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat
infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar; (6) membangung lingkungan hidup, meningkatkan
ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas
politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi
pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas.
Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif,
merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal
Tahun 2020.

Dalam Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 mengacu pada
kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan
daerah. hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan
pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman

pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat
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dan Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan saran dan masukan

dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan

yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota
Magelang
No. Prioritas Provinsi Jawa Kota Magelang
Nasional Tengah
1 Meningkatkan Pemantapan Penguatan layanan

Sumber Daya | kualitas hidup dan | dasar dan tata kelola

Manusia kapasitas sumber | pemerintahan

Berkualitas dan | daya manusia

Berdaya Saing menuju SDM

berdaya saing

2 | Revolusi Mental | Perwujudan tata | Penguatan layanan
dan kelola dasar dan tata kelola
Pembangunan pemerintahan yang | pemerintahan
Kebudayaan baik dan bersih,

kondusivitas
wilayah, serta
pemantapan
kapasitas dan
ketahanan fiskal
daerah
3 | Memperkuat Perwujudan tata Penguatan layanan

Stabilitas
Polhukhankamm
dan
Transformasi

Pelayanan Publik

kelola
pemerintahan yang
baik dan bersih,
kondusivitas
wilayah, serta
pemantapan
kapasitas dan
ketahanan fiskal

daerah

dasar dan tata kelola

pemerintahan
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3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Dalam Mendukung visi dan misi Walikota Magelang, tujuan dan

sasaran Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Magelang Tahun 2023 mengacu kepada misi yang terkait dengan

urusan Pemerintahan masuk pada misi ke-3 yaitu Mewujudkan Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif. Sedangkan, Tujuan dan

sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

berdasarkan Misi ke-3 Walikota dan Wakil Walikota Magelang dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No. Tujuan Sasaran Indikator Fo.r mula Target pada
Hitung tahun 2022
1 Meningkatnya Persentase 1. A= 89.76%
kualitas Capaian Persentase
pengelolaan Akuntabilitas Capaian
Keuangan dan pengelolaan Akuntabilitas
Barang Milik keuangan daerah Pengelolaan
Daerah dan Barang Milik Keuangan
Daerah Daerah
2. B=
Persentase
Capaian
Akuntabilitas
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
(A+B)/2 x 100%
2 Meningkatnya Persentase 100%
pelayanan Pelayanan Internal
Perangkat Perangkat Daerah
Daerah yang yang berkualitas
berkualitas
3 Meningkatnya Persentase Persentase 89.76%
kualitas Capaian Dokumen
pengelolaan Akuntabilitas Penganggaran
keuangan Pengelolaan Daerah yang
daerah Keuangan Daerah tepat waktu
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Persentase
pencairan belanja
sesuai pengajuan

Pelaporan
Keuangan sesuai

SAP
DO = (A+B+C)/3
x 100%

Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
Barang Milik

Daerah

Persentase
Capaian
Akuntabilitas
Pengelolaan
Barang Milik

Daerah

rasio jumlah
pemanfaatan
BMD terhadap
potensi
pemanfaatan
BMD
Rasio
pensertifikatan
tanah
Persentase
pengumpulan
usulan RKBMD
secara benar dan
tepat waktu
Persentase
pengumpulan
Laporan BMD
yang benar dan
tepat waktu
DO :
(A+B+C+D)/4 x
100%

89.77%

) Meningkatnya
kemandirian
keuangan

daerah

Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah

Anggaran PAD
Anggaran
Transfer
Pusat+Provinsi+P
injaman

(A/B) x 100%

36.16%

Meningkatnya
pendapatan

daerah

Rasio PAD
terhadap
pendapatan

daerah

PAD tahun(t)
Pendapatan
Daerah tahun( t)

(A/B) x 100%

26.05%

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
dalam mengimplmetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan
publik menyusun program dan kegiatan untuk perubahan tahun
2023 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi
dan misi Walikota dan Wakil Walikota Magelang. Program dan kegiatan
yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Magelang pada perubahan tahun 2023 pada awalnya disusun
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sebanyak 07 program. Namun dengan terbitnya Permendagri Nomor
90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, dilakukan
beberapa penyesuaian menjadi 04 program, yaitu (1) Program
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program
Pengelolaan Keuangan Daerah, (3) Program Pengelolaan Barang Milik

Daerah, dan (4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Magelang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:
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Tabel 3. 3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Magelang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Cat Prakiraan Maju Rencana Tahun
Bidang ata 2024
Urusan/ Keluar Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif n Target Capaian Kinerja Kebutuh
Kode Program/ an Sub Outpu (Rp.) P_en an
Kegiatan/ | Capaian Kegiatan Hasil t Program Keluaran Hasil Sumber ting Tolok Ukur T | Dana/
Sub Program Kegiatan | Kegiat Sub Kegiatan | Kegiatan Dana arget Pagu
Kegiatan an Se Ses | Seb | Ses Se Ses Sebe Sesu Indikatif
belum | udah elum | udah | belum | udah lum dah (Rp.)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
0 KEUANGAN 22,482,8 30,921,4 31,021,
2 34,211 35,140 392,683
0|0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10,197,9 11,059,9 11,755,
2 |11 63,299 00,969 324,898
0|0 2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31,876,0 31,872,6 38,042,
2|1 0 00 00 867
1
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N O

-

aobd

-

Penyusun
an
Dokumen
Perencan
aan
Perangka
t Daerah

Tingkat
Pemenuhan
Kebutuhan
(TPK)
perencanaan
penganggara
n dan
evaluasi
kinerja,
administrasi
keuangan,
administrasi

kepegawaian,

administrasi
umum,
penyediaan
jasa
penunjang
urusan
Pemda, serta
pemeliharaan
BMD OPD
dan Barang
Pengelola
penunjang
urusan
Pemda
sesuai
ketentuan.

Jumlah
dokumen
perencan
aan
perangka
t daerah

Tersedia
nya
dokume
n
perenca
naan,
pengang
garan,
dan
evaluasi
kinerja
Perangk
at
Daerah

Kota
Magel
ang,
Semu
a
Keca
matan

Semu
a
Kelura
han

100

100

doku
men

doku
men

100

100

6,914,90
0

6,914,90
0

PENDA
PATAN
ASLI
DAERA
H (PAD)

Tingkat
Pemenuhan
Kebutuhan
(TPK)
perencanaan
penganggara n
dan evaluasi
kinerja,
administrasi
keuangan,
administrasi
kepegawaian

, administrasi
umum,
penyediaan jasa
penunjang
urusan Pemda,
serta
pemeliharaa n
BMD OPD

dan Barang
Pengelola
penunjang
urusan Pemda
sesuai
ketentuan.

100

7,261,0
65
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Koordina
si dan
Penyusun
an
Dokumen
RKA-
SKPD

Tingkat
Pemenuhan
Kebutuhan
(TPK)
perencanaan
penganggara
n dan
evaluasi
kinerja,
administrasi
keuangan,
administrasi

kepegawaian,

administrasi
umum,
penyediaan
jasa
penunjang
urusan
Pemda, serta
pemeliharaan
BMD OPD
dan Barang
Pengelola
penunjang
urusan
Pemda
sesuai
ketentuan.

Jumlah
Dokume
n RKA-
SKPD
dan
Laporan
Hasil
Koordina
si
Penyusu
nan
Dokume
n RKA-
SKPD

Tersedia
nya
dokume
n
perenca
naan,
pengang
garan,
dan
evaluasi
kinerja
Perangk
at
Daerah

Kota
Magel
ang,
Semu
a
Keca
matan

Semu
a
Kelura
han

100
%

100
%

doku
men

doku
men

100
%

100
%

2,854,00
0

2,854,00
0

PENDA
PATAN
ASLI

DAERA
H (PAD)

Tingkat
Pemenuhan
Kebutuhan
(TPK)
perencanaan
penganggara n
dan evaluasi
kinerja,
administrasi
keuangan,
administrasi
kepegawaian

, administrasi
umum,
penyediaan jasa
penunjang
urusan Pemda,
serta
pemeliharaa n
BMD OPD

dan Barang
Pengelola
penunjang
urusan Pemda
sesuai
ketentuan.

100
%

4,058,3
03
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N O

-

aobd

Koordina
si dan
Penyusun
an
Dokumen
Perubaha
n RKA-
SKPD

Tingkat
Pemenuhan
Kebutuhan
(TPK)
perencanaan
penganggara
n dan
evaluasi
kinerja,
administrasi
keuangan,
administrasi

kepegawaian,

administrasi
umum,
penyediaan
jasa
penunjang
urusan
Pemda, serta
pemeliharaan
BMD OPD
dan Barang
Pengelola
penunjang
urusan
Pemda
sesuai
ketentuan.

Jumlah
Dokume

n
Perubah
an RKA-
SKPD
dan
Laporan
Hasil
Koordina
si
Penyusu
nan
Dokume

n
Perubah
an RKA-
SKPD

Tersedia
nya
dokume
n
perenca
naan,
pengang
garan,
dan
evaluasi
kinerja
Perangk
at
Daerah

Kota
Magel
ang,
Semu
a
Keca
matan

Semu
a
Kelura
han

100

100

doku
men

doku
men

100

100

2,688,90
0

2,688,90
0

PENDA
PATAN
ASLI
DAERA
H (PAD)

Tingkat
Pemenuhan
Kebutuhan
(TPK)perencan
aan
penganggara n
dan evaluasi
kinerja,
administrasi
keuangan,
administrasi
kepegawaian,
administrasi
umum,
penyediaan jasa
penunjang
urusan Pemda,
serta
pemeliharaa n
BMD OPDdan
Barang
Pengelola
penunjang
urusan Pemda
sesuai
ketentuan.

100

3,765,0
38
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Koordina
si dan
Penyusun
an DPA-
SKPD

Tingkat
Pemenuhan
Kebutuhan
(TPK)
perencanaan
penganggara
n dan
evaluasi
kinerja,
administrasi
keuangan,
administrasi

kepegawaian,

administrasi
umum,
penyediaan
jasa
penunjang
urusan
Pemda, serta
pemeliharaan
BMD OPD
dan Barang
Pengelola
penunjang
urusan
Pemda
sesuai
ketentuan.

Jumlah
Dokume
n DPA-
SKPD
dan
Laporan
Hasil
Koordina
si
Penyusu
nan
Dokume
n DPA-
SKPD

Tersedia
nya
dokume
n
perenca
naan,
pengang
garan,
dan
evaluasi
kinerja
Perangk
at
Daerah

Kota
Magel
ang,
Semu
a
Keca
matan

Semu
a
Kelura
han

100
%

100
%

doku
men

doku
men

100
%

100
%

3,317,00
0

3,317,00
0

PENDA
PATAN
ASLI

DAERA
H (PAD)

Tingkat
Pemenuhan
Kebutuhan
(TPK)
perencanaan
penganggara n
dan evaluasi
kinerja,
administrasi
keuangan,
administrasi
kepegawaian
urusan Pemda,
serta
pemeliharaa n
BMD OPD

dan Barang
Pengelola
penunjang
urusan Pemda
sesuai
ketentuan.

, administrasi
umum,
penyediaan jasa
penunjang

100
%

4,470,6
38
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Tingkat
Pemenuhan Tingkat
Kebutuhan Pemenuhan
(TPK) Kebutuhan
perencanaan (TPK)perencan
penganggara aan
ndan penganggara n
evaluasi dan evaluasi
kinerja, kinerja,
administrasi administrasi
keuangan, keuangan,
administrasi Jumlah administrasi
kepegawaian, | pokume kepegawaian,
administrasi n Tersedia administrasi
umum, | Perubah | nya Kota umum,
penyediaan an DPA- | dokume | Magel penyediaan jasa
Koordina e SKPD n ang, il
oi dan E?lrsuanr{ang dan perenca Semu ;J;L:tsaan Pemda,
2 Penyusun Laporan | naan, | a PENDA ,
99 % an Egmglfh:;ﬁ Hasil | pengang | Keca | 100 | 100 | " 1400 | 100 PATAN pemelinaraa n
1 Perubaha | BMD OPD Koordina | garan, matan | % % oku | doku | o % ASLI Barang 100 4,464,0
men men % 23
n DPA- dan Barang ISDIen us danl ’ : DAERA Pengelola °
SKPD Pengglola nany u E::]Z::ﬂ gemu H (PAD) penunjasg )
penunjang urusan Pemda
urusan Eokume aPterangk ﬁ::]ura sesuai
Pemdg Perubah Daerah ketentuan.
sesuai an DPA-
ketentuan. SKPD
Tingkat Jumlah Tersedia
Pemenuhan Laporan | nya Tingkat
Kebutuhan Capaian dokume Pemenuhan
(TPK) Kinerja n Kebutuhan
perencanaan | dan perenca (TPK)
Koordina penganggara Ikhtisar naan, K perencanaan
si dan ndan Realisasi | pengang Mota penganggara n
Penyusun svaluasi Kinerja garan, agel dan evaluasi
an kinerja, SKPD dan ang, kinerja,
Laporan administrasi dan evaluasi | Semu administrasi
0 2. Capaian keuangan, Laporan kinerja i 30 30 PENDA keualn.gan, .
2 1 0 Kinerja administrasi Hasil Perangk eca ;‘00 ;100 tapor | lapor 100 100 PATAN administrasi 100 12023
1 dan kepegawaian, | Koordina at matan % % an an % % ASLI kepegayvaian o ’ 806
IKhtisar administrasi si Daerah 5 DAERA » administrasi ?
Realisasi | YMum Penyusu emu H (PAD) umum,
Kinerja penyediaan nan i | penyediaan jasa
SKPD jasa Laporan elura penunjang
penunjang Capaian han urusan Pemda,
urusan Kinerja serta
Pemda, serta | dan pemeliharaa n
pemeliharaan | lkhtisar BMD OPD
BMD OPD Realisasi dan Barang
dan Barang Pengelola
penunjang
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Pengelola Kinerja
penunjang SKPD
urusan
Pemda
sesuai
ketentuan.

urusan Pemda
sesuai
ketentuan.

5 02 01 2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

8,073,47
9,977

8,957,05
4,635

9,223,4
23,493
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Tingkat
pemenuhan Tingkat
kebutuhan pemenuhan
(TPK) kebutuhan
perencanaan (TPK)perencan
penganggara aan
n dan penganggara n
evaluasi dan evaluasi
kinerja kinerja
perangkat perangkat
daerah, daerah,
administrasi administrasi
keuangan, keuangan,
administrasi administrasi
kepegawaian, kepegawaian,
administrasi administrasi
umum, Kota umum,
penyediaan Tersedia | Magel penyediaan jasa
jasa Jumlah nya ang, penunjang
Penyedia penunjang Orang Lapqran Semu urusan Pemda,
o o 2 anGail | mda Venerim | st | K 10 ovan | on PATAN pemeiih
0 dan emda, serta < asi eca 0 100 Oran | Oran | 100 TAN pemeliharaa n
2 1 5 Tunjanga | pemelinaraan | 2 Gaiji keuanga | matan | % o ob o8 o JA?O 3~0;02,gg 8,8318,33 ASLI BMD OPDdan 100 9,142,5
n ASN BMD OPD dan n . ulan | ulan ' ’ DAERA Barang % 95,910
dan Barang Tunjanga | Perangk | Semu H (PAD) Pengelola
Pengelola n ASN at a penunjang
penunjang Daerah Kelura urusan Pemda
urusan han sesuai
Pemda ketentuan.
sesuai
ketentuan.
Tingkat Jumlah Tersedia | Kota -
pemenuhan Dokume | nya Magel Tingkat
kebutuhan n Laporan | ang, pemenuhan
(TPK) Penatau | administ | Semu kebutuhan
perencanaan | sahaan rasi a (TPK)
Pelaksan | penganggara | dan keuanga | Keca perencanaan
aan n dan Pengujia n matan penganggara n
Penataus evaluasi n/Verifik Perangk s dan evaluasi
0 0 26 2228” IK;Ienrea??gkat iseluanga aDtaerah SEmu 100 100 24 24 $E1'\'1AD£ I:grearfj’lag kat
2 1, Pengujian | daerah, n SKPD Kelura | % % doku | doku :/00 100 13,2919 1 13,291.9 | g daerah, 100 17,272,
IVerifika administrasi han men | men ° % 00 00 DAERA administrasi % 868
si keuangan, H (PAD) keuangan,
Keuanga administrasi administrasi
n SKPD kepegawaian, kepegawaian
administrasi , administrasi
umum, umum,
penyediaan penyediaan jasa
jasa penunjang
penunjang urusan Pemda,
serta
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urusan pemeliharaa n
Pemda, serta BMD OPD
pemeliharaan dan Barang
BMD OPD Pengelol
dan Barang
Pengelola
penunjang
urusan
Pemda
sesuai
ketentuan.
Tingkat Jumlah Tingkat
pemenuhan Laporan pemenuhan
kebutuhan Keuanga kebutuhan
(TPK) n (TPK)
perencanaan Bulanan/ perencanaan
penganggara Triwulan penganggara n
ndan an/ dan evaluasi
evaluasi Semeste kinerja
kinerja ran perangkat
perangkat SKPD daerah,
daerah, dan administrasi
administrasi Laporan keuangan,
keuangan, Koordina administrasi
administrasi si kepegawaian
Koordina kepegawaian, | Penyusu Kota , administrasi
si dan administrasi nan Tersedia | Magel umum,
Penyusun | umum, Laporan nya ang, penyediaan jasa
an penyediaan Keuanga | Laporan | Semu penunjang
Laporan jasa n administ | a PENDA urusan Pemda,
Keuanga | Penunjang Bulanan/ | rag; Keca | 100 100 18 18 | 100 100 49,7818 | 61,9349 | PATAN serta 100 63,554,
5020120207 1, urusan Triwula | keuanga | matan | % % Lapo | Lapo | o % 38 28 | ASH pemeliharaan | o 715
Bulanan/ Pemda, serta | nan/Sem | p ) ran ran DAERA BMD OPD
Triwulana | pemeliharaan | esteran Perangk | Semu H (PAD) dan Barang
n/ BMD OPD SKPD at a Pengelola
Semester | dan Barang Daerah Kelura penunjang
an SKPD Pengelola han urusan Pemda
penunjang sesuai
urusan ketentuan.
Pemda
sesuai
ketentuan.
5 02 01 2.05 Admi nistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1,999,80 1,999,80 2,100,0
0 0 00

68



Tingkat
pemenuhan Tingkat
kebutuhan pemenuhan
(TPK) kebutuhan
perencanaan (TPK)perencan
penganggara aan
n dan penganggara n
evaluasi dan evaluasi
kinerja kinerja
perangkat perangkat
daerah, daerah,
administrasi administrasi
keuangan, keuangan,
administrasi administrasi
kepegawaian, Kota kepegawaian,
administrasi Jumlah Tersedia | Magel administrasi

Pendataa | umum, Dokume | -7 age umum,

ndan penyediaan n Iayporan gr:e%nu penyediaan jasa

Pengolah | jasa Pendata | st PE penunjang

an penunjang an dan ! a 12 12 NDA urusan Pemda,

502 01 2.05 03 A ministr | urusan Pengola La5| Keca JOO JOO Dok Dok 100 100 1,999,80 1,999,80 PATAN serta 100 2100.0
asi Pemda, serta | han WZ‘?:ga matan | % % ume | ume | % % 0 o | ASt pemeliharaa n % 00
Kepegaw | Ppemeliharaan Administr Perangk Semu n n aAEES BMD OPDdan
aian BMD OPD iSI at a ( ) garang?

dan Baran epegaw engelola
Pengelolag aian Daerah Eelura penunjang
penunjang an urusan Pemda
urusan sesuai
Pemda ketentuan.
sesuai
ketentuan.
5 02 01 2.06 Administrasi Um
um Perangkat Daerah 138,107, 169,341, 160.014
200 200 :488
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5 02 01 2.06 01

Penyedia
an
Kompone
n
Instalasi
Listrik/Pe
neranga
n
Banguna
n Kantor

Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
(TPK)
perencanaan
penganggara
n dan
evaluasi
kinerja
perangkat
daerah,
administrasi
keuangan,
administrasi
kepegawaian,
administrasi
umum,
penyediaan
jasa
penunjang
urusan
Pemda, serta
pemeliharaan
BMD OPD
dan Barang
Pengelola
penunjang
urusan
Pemda
sesuai
ketentuan.

Jumlah
paket
kompone
n
instalasi
listrik/pe
neranga
n
banguna
n kantor
yang
disediak
an

Tersedia
nya
laporan
administ
rasi
umum
Perangk
at
Daerah

Kota
Magel
ang,
Semu

Keca
matan

Semu

Kelura
han

100 0

100 0

35
pake

35
pake

100

100

5,986,40
0

5,986,40
0

PENDA
PATAN
ASLI
DAERA
H (PAD)

Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
(TPK)
perencanaan
penganggara n
dan evaluasi
kinerja
perangkat
daerah,
administrasi
keuangan,
administrasi
kepegawaian

, administrasi
umum,
penyediaan jasa
penunjang
urusan Pemda,
serta
pemeliharaa n
BMD OPD dan
Barang
Pengelola
penunjang
urusan Pemda
sesuai
ketentuan.

1000

6,615,0
00
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5 02 01 2.06 04

Penyedia
an Bahan
Logistik
Kantor

Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
(TPK)
perencanaan
penganggara
n dan
evaluasi
kinerja
perangkat
daerah,
administrasi
keuangan,
administrasi
kepegawaian,
administrasi
umum,
penyediaan
jasa
penunjang
urusan
Pemda, serta
pemeliharaan
BMD OPD
dan Barang
Pengelola
penunjang
urusan
Pemda
sesuai
ketentuan.

Jumlah
paket
bahan
logistik
kantor
yang
disediak
an

Tersedia
nya
laporan
administ
rasi
umum
Perangk
at
Daerah

Kota
Magel
ang,
Semu

Keca
matan

Semu

Kelura
han

100 0

100 0

80
pake

80
pake

100

100

15,463,5
00

15,463,5
00

PENDA
PATAN
ASLI

DAERA
H (PAD)

Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
(TPK)perencan
aan
penganggara n
dan evaluasi
kinerja
perangkat
daerah,
administrasi
keuangan,
administrasi
kepegawaian,
administrasi
umum,
penyediaan jasa
penunjang
urusan Pemda,
serta
pemeliharaa n
BMD OPDdan
Barang
Pengelola
penunjang
urusan Pemda
sesuai
ketentuan.

1000

17,049,
060
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Tingkat Tingkat
pemenuhan pemenuhan
kebutuhan kebutuhan
(TPK) (TPK)
perencanaan perencanaan
penganggara penganggara n
n dan Kota dan evaluasi
evaluasi -lil;f;:tlh Tersedia 24:196" kinerja
Penyedia kinerja B nya 2 d, perangkat
an perangkat arang laporan emu PENDA daerah,
Barang daerah, Cetakan | minist | 2 15 | 15 PATAN administrasi
502 01 2.06 05 | Cetakan ESS";EE;?S' gi?mggan rasi Keea | 1000 | 1000 | pake | pake | ;00 | 200 9,567,701 958770 | sy keuangan, 1000 | TS
gzﬂggan administrasi daan grg:;r:gk ) t t E/?EES) kepegawaian
daan kzpejg_a\;valqn, é?gé;diak at :emu . administrasi
administrasi umum,
umum, an Daerah Kelura penyediaan
penyediaan han
jasa
penunjang
urusan
Pemda,
serta jasa penunjang
pemeliharaan urusan Pemda,
BMD OPD serta
dan Barang pemeliharaa n
Pengelola BMD OPD
penunjang dan Barang
urusan Pengelola
Pemda penunjang
sesuai urusan Pemda
ketentuan. sesuai
ketentuan.
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Tingkat Tingkat
pemenuhan pemenuhan
kebutuhan kebutuhan
(TPK) (TPK)perencan
perencanaan aan
penganggara penganggara n
ndan dan evaluasi
evaluasi kinerja
kinerja perangkat
perangkat daerah,
daerah, administrasi
administrasi keuangan,
keuangan, administrasi
administrasi kepegawaian,
kepegawaian, | Jumlah Kota administrasi
administrasi Dokume Magel umum,
Penyedia | umum, nBahan | Tersedia ang, penyediaan jasa
an Bahan | Penyediaan Bacaan nya Semu penunjang
Bacaan jasa dan laporan a PENDA urusan Pemda,
dan penunjang Peratura | administ | ¢ oo 3 3 100 | 100 540000 | 540000 | PATAN serta 5,985,0
5 02 01 2.06 06 urusan n rasi 1000 | 1000 | doku | doku | , o s A ASLI emeliharaa n 1000 Y
Peraturan matan % % 0 0 p 00
Perundan | Pemda, serta Perunda umum men men DAERA BMD OPDdan
) emeliharaan | N9- Perangk | H (PAD) Baran
ﬁndangan EMD OPD Undanga | at ﬁem“ Penge%ola
dan Barang n yang Daerah Kelura penunjang
Pengelola Disediak han urusan Pemda
penunjang an sesuai
urusan ketentuan.
Pemda
sesuai
ketentuan.
Tingkat Tersedia | Kota Tingkat
pemenuhan nya Magel pemenuhan
kebutuhan laporan ang, kebutuhan
(TPK) administ Semu (TPK)
perencanaan | Jumlah rasi a perencanaan
Penyedia pednganggara Paket ;mum ) Keca PENDA gengan?garg n
n dan Bahan/M erang matan 25 25 PATAN an evaluasi
5 02 01 2.06 07 g”h M evaluasi aterial at , 1000 | 1000 | pake | pake :/00 :/00 6’943'68 6'943’68 ASLI kinerja 1000 7'6678’2
ataeriaaT kinerja yang Daerah Semu t t o o DAERA perangkat
perangkat Disediak a H (PAD) daerah,
daerah, an Kelura administrasi
administrasi han
keuangan,
administrasi
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kepegawaian,

administrasi
umum,
penyediaan
jasa
penunjang
urusan
Pemda, serta
pemeliharaan
BMD OPD
dan Barang
Pengelola
penunjang
urusan
Pemda
sesuai
ketentuan.

keuangan,
administrasi
kepegawaian

, administrasi
umum,
penyediaan jasa
penunjang
urusan Pemda,
serta
pemeliharaa n
BMD OPD

dan Barang
Pengelola
penunjang
urusan Pemda
sesuai
ketentuan.
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5 02 01 2.06 08

Fasilitasi
Kunjunga
n Tamu

Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
(TPK)
perencanaan
penganggara
n dan
evaluasi
kinerja
perangkat
daerah,
administrasi
keuangan,
administrasi
kepegawaian,
administrasi
umum,
penyediaan
jasa
penunjang
urusan
Pemda, serta
pemeliharaan
BMD OPD
dan Barang
Pengelola
penunjang
urusan
Pemda
sesuai
ketentuan.

Jumlah

Laporan
Fasilitasi
Kunjung
an Tamu

Tersedia
nya
laporan
administ
rasi
umum
Perangk
at
Daerah

Kota
Magel
ang,
Semu

Keca
matan

Semu

Kelura
han

100 0

100 0

14
lapor
an

14
lapor
an

100

100

14,
364,000

14,
364,000

PENDA
PATAN
ASLI

DAERA
H (PAD)

Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
(TPK)perencan
aan
penganggara n
dan evaluasi
kinerja
perangkat
daerah,
administrasi
keuangan,
administrasi
kepegawaian,
administrasi
umum,
penyediaan jasa
penunjang
urusan Pemda,
serta
pemeliharaa n
BMD OPDdan
Barang
Pengelola
penunjang
urusan Pemda
sesuai
ketentuan.

1000

23,
787,540
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Tingkat Tingkat
pemenuhan pemenuhan
kebutuhan kebutuhan
(TPK) (TPK)
perencanaan perencanaan
penganggara penganggara n
ndan dan evaluasi
evaluasi kinerja
kinerja perangkat
perangkat daerah,
daerah, administrasi
administrasi keuangan,
keuangan, administrasi
administrasi kepegawaian
kepegawaian, Kota , administrasi
administrasi . Magel umum,
umum, Jumlah Tersedia ang, penyediaan jasa
Penyelen penyediaan Laporan nya Semu penunjang
ggaraan jasa Penyelen | laporan a PENDA urusan Pemda,
Rapat enunian ggaraan administ 26 31 PATAN serta
502 01206 09 | Koordina | yusan | Rapat | rasi Keca 11000 | 1000 | lapor | fapor [ 300 | 300 | 8038201 MLED | g pomeliharaan | 1000 | 8830
sidan Pemda, serta | Koordina | umum an an | ° ° DAERA BMD OPD
Konsultas | pemeliharaan | Sidan Perangk :Semu H (PAD) dan Barang
i SKPD BMD OPD Konsulta at Pengelola
. a ;
dan Barang si SKPD Daerah Kelura penunjang
Pengelola han urusan Pemda
penunjang sesuai
urusan ketentuan.
Pemda
sesuai
ketentuan.
5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 26,543,4 0
00
5 02 01 2.07 06 Pengada Jumlah 2 0 26,543,4 | PENDA 0
an Unit Unit 00 | PATAN
Peralatan Peralata ASLI
dan ndan DAERA
Mesin Mesin H (PAD)
Lainnya Lainnya
yang
Disediak
an
5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 477,541, 423,481, 508,598
658 642 ,045
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5 02 01 2.08 01

Penyedia
an Jasa
Surat
Menyurat

Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
(TPK)
perencanaan
penganggara
n dan
evaluasi
kinerja
perangkat
daerah,
administrasi
keuangan,
administrasi
kepegawaian,
administrasi
umum,
penyediaan
jasa
penunjang
urusan
Pemda, serta
pemeliharaan
BMD OPD
dan Barang
Pengelola
penunjang
urusan
Pemda
sesuai
ketentuan.

Jumlah
Laporan
Penyedia
an Jasa
Surat
Menyurat

Tersedia
nya
Jasa
Penunja
ng
Urusan
Pemerin
tahan
Daerah

Kota
Magel
ang,
Semu

Keca
matan

Semu

Kelura
han

100

100

3500
lapor
an

3500
lapor
an

100

100

71,607,4
79

53,590,4
60

PENDA
PATAN
ASLI
DAERA
H (PAD)

Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
(TPK)perencan
aan
penganggara n
dan evaluasi
kinerja
perangkat
daerah,
administrasi
keuangan,
administrasi
kepegawaian,
administrasi
umum,
penyediaan jasa
penunjang
urusan Pemda,
serta
pemeliharaa n
BMD OPDdan
Barang
Pengelola
penunjang
urusan Pemda
sesuai
ketentuan.

100

83,898,
045
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Tingkat
pemenuhan Tin
gkat
F_?g&t)Uhan pemenuhan
ki
perencanaan (_?g&t)Uhan
2ednagnanggara perencanaan
evaluasi penganggara n
kinerja dan evaluasi
kinerja
SZ:‘Qﬁkat perangkat
o . daerah,
Eglrjr;gg::g administrasi
A , keuangan
administrasi A
kepegawaian, | Jumlah :gggn:x:g
administrasi | Laporan Kota Sdministrasi
Penyedia umum, Penyedia | Tersedia g/lnzgel ljmum si
an Jasa penyediaan anJasa | nya ' diaan i
Komunika | jasa Komunik | Jasa gemu Sz:ﬁﬁ?a'izn Jasa
5 02 si, penunjang asi, Penunja PENDA
0201208 02 | g/mper | urusan Sumber | ng Keca | 700 | 020 oo | lapor | 100 | 100 | 315849, | 315849, | PATAN s o
Daya Air | Pemda, serta | DayaAir | Urusan matan | % % an | an % % 084 084 | ASU pemeliharaa n 100 280,000
dan pemeliharaan | dan Pemerin | : DAERA BMD OPD % ,000
Listrik BMD OPD Listrik tahan Semu H (PAD) dan Baran
dan Barang yang Daerah a Pen elolag
Pengelola Disediak Kelura 9e
penunjan an han penunjang
bru 9 urusan Pemda
2 se(;n sesuai
s::l]a? ketentuan.
ketentuan.
Tingkat Kota
E:Lnuiﬂﬁgsn Magel Tingkat
(TPK) Jumlah ang, pemenuhan
Tersedia | Semu kebutuhan
perencanaan Ilaaporar? nya a (TPK)
Penyedia | Penganggara enyedia | jaca Keca perencanaan
an Jasa ndan anJasa | oo | matan PENDA penganggara n
502 01 2.08 04 | Pelayana :_valu!asi E%‘gﬁ;ﬁ ng . 100 100 a 102r |12 100 100 00,0850 | 54,0420 | PATAN dan evaluasi
'Il:nrt””m pgw;r#a at Kantor Urusan | Semu | % % Por | apor | % % 95 s | AsLI kinerja 100 144,700
or i ﬁ yang Pemerin | a DAERA perangkat % ,000
admiiis’t ) disediak | tahan Kelura H (PAD) daerah,
keuangar:SI an Daerah han administrasi
administrasi
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kepegawaian,
administrasi
umum,
penyediaan
jasa
penunjang
urusan
Pemda, serta
pemeliharaan
BMD OPD
dan Barang
Pengelola
penunjang
urusan
Pemda
sesuai
ketentuan.

keuangan,
administrasi
kepegawaian,
administrasi
umum,
penyediaan jasa
penunjang
urusan Pemda,
serta
pemeliharaa n
BMD OPDdan
Barang
Pengelola
penunjang
urusan Pemda
sesuai
ketentuan.

5 02 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1,474,95
8,664

1,449,60
7,692

1,823,1
46,005
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Tingkat
pemenuhan Tingkat
kebutuhan pemenuhan
(TPK) kebutuhan
perencanaan (TPK)
penganggara perencanaan
n dan penganggara n
evaluasi dan evaluasi
kinerja kinerja
perangkat perangkat
daerah, daerah,
administrasi administrasi
Penyedia | keuangan, keuangan,
an Jasa administrasi Jumlah administrasi
Pemeliha | kepegawaian, | Kendara | Terpenu | kepegawaian
raan, administrasi an hinya M(;a | , administrasi
Biaya umum, Perorang | pemelih an ge umum,
Pemeliha | Penyediaan an Dinas | araan s 9 penyediaan jasa
raan, dan | jasa ita“d barang aemu PENDA penunjang
Pai penunjan: endara milik urusan Pemda,

50001 200 0 | PaiRk | penuneng | SEREE | an | Keea | j00 100 |24 |24 | 100 | 100 | 242083 | 242093 PATAN serta 100 | 233306
n Pemda, serta | Jabatan | penunja matan | % % unit | unit | % % 000 000 | ASLI pemeliharaan | o 540
Perorang | pemeliharaan | ¥ang ng Sem EAEES BMD OPD '
an Dinas | BMD OPD Dipelihar | urusan u (PAD) dan Barang
atau dan Barang adan pemerint i | Pengelola
Kendaraa | Pengelola dibayark | ahan h eura penunjang
n Dinas penunjang an daerah an urusan Pemda
Jabatan urusan Pajaknya sesuai

Pemda ketentuan.
sesuai
ketentuan.
Penyedia Tingkat Jumlah Terpenu Kota
an Jasa pemenuhan Kendara hin)?a Magel PENDA Tingkat
Pemeliha | kebutuhan anDinas | pemelih | ang, ZQIIAN pemenuhan
raan, (TPK) Operasio | araan Sem kebutuhan

502 01 2.09 02 Biaya berencanaan na[: g barang S u 2/5)0 2/5)0 3git fﬁit 3/00 3/00 312,192, 324,956, | DAERA (TPK) 100 422,227
Pemeliha Lapanga milik Keca ° ° 438 964 | H(PAD) % ,000
raan, n daerah matan
Pajak dan ,
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Perizinan
Kendaraa
n Dinas
Operasio
nal atau
Lapangan

penganggara
n dan
evaluasi
kinerja
perangkat
daerah,
administrasi
keuangan,
administrasi
kepegawaian,
administrasi
umum,
penyediaan
jasa
penunjang
urusan
Pemda, serta
pemeliharaan
BMD OPD
dan Barang
Pengelola
penunjang
urusan
Pemda
sesuai
ketentuan.

yang
Dipelihar
adan
dibayark
an Pajak
dan
Perizinan
nya

penunja
ng
urusan
pemerint
ahan
daerah

Semu

Kelura
han

perencanaan
penganggara n
dan evaluasi
kinerja
perangkat
daerah,
administrasi
keuangan,
administrasi
kepegawaian,
administrasi
umum,
penyediaan jasa
penunjang
urusan Pemda,
serta
pemeliharaa n
BMD OPDdan
Barang
Pengelola
penunjang
urusan Pemda
sesuai
ketentuan.
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5 02 01 2.09 06

Pemeliha
raan
Peralatan
dan
Mesin
Lainnya

Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
(TPK)
perencanaan
penganggara
n dan
evaluasi
kinerja
perangkat
daerah,
administrasi
keuangan,
administrasi
kepegawaian,
administrasi
umum,
penyediaan
jasa
penunjang
urusan
Pemda, serta
pemeliharaan
BMD OPD
dan Barang
Pengelola
penunjang
urusan
Pemda
sesuai
ketentuan.

Jumlah
Peralata
ndan
Mesin
Lainnya
yang
dipelihar
a

Terpenu
hinya
pemelih
araan
barang
milik
daerah
penunja
ng
urusan
pemerint
ahan
daerah

Kota
Magel
ang,
Semu

Keca
matan

Semu

Kelura
han

100

100

92
unit

92
unit

100

100

69,
905,000

69,
905,000

PENDA
PATAN
ASLI

DAERA
H (PAD)

Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
(TPK)
perencanaan
penganggara n
dan evaluasi
kinerja
perangkat
daerah,
administrasi
keuangan,
administrasi
kepegawaian

, administrasi
umum,
penyediaan jasa
penunjang
urusan Pemda,
serta
pemeliharaa n
BMD OPD

dan Barang
Pengelola
penunjang
urusan Pemda
sesuai
ketentuan.

100

77,
512,365
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5 02 01 2.09 08

Pemeliha
raan Aset
Tak

Berwujud

Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
(TPK)
perencanaan
penganggara
n dan
evaluasi
kinerja
perangkat
daerah,
administrasi
keuangan,
administrasi
kepegawaian,
administrasi
umum,
penyediaan
jasa
penunjang
urusan
Pemda, serta
pemeliharaan
BMD OPD
dan Barang
Pengelola
penunjang
urusan
Pemda
sesuai
ketentuan.

Jumlah
Aset Tak
Berwujud
yang
dipelihar
a

Terpenu
hinya
pemelih
araan
barang
milik
daerah
penunja
ng
urusan
pemerint
ahan
daerah

Kota
Magel
ang,
Semu

Keca
matan

Semu

Kelura
han

100

100

unit

unit

100

100

193,375,
000

153,
375,000

PENDA
PATAN
ASLI
DAERA
H (PAD)

Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
(TPK)perencan
aan
penganggara n
dan evaluasi
kinerja
perangkat
daerah,
administrasi
keuangan,
administrasi
kepegawaian,
administrasi
umum,
penyediaan jasa
penunjang
urusan Pemda,
serta
pemeliharaa n
BMD OPDdan
Barang
Pengelola
penunjang
urusan Pemda
sesuai
ketentuan.

100

233,100
,000
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Tingkat Tingkat
pemenuhan pemenuhan
Fﬁg&t)uhan kebutuhan
(TPK)
perencanaan perencanaan
penganggara penganggara n
ndan ) dan evaluasi
eyalqa5| kinerja
kinerja perangkat
perangkat daerah,
daer‘alf_\, ) administrasi
administrasi keuangan,
kzuangan, administrasi
administrasi i
kepegawaian, Terpenu | (1o kiz(rﬁig?rfsr}
administrasi Jumlah hinya Magel umum
Pemeliha | umum, Gedung | pemelih | o penyediaan jasa
raan/Re penyediaan Kantor araan Semu penunjang
habilitasi | 1asa gzr:] una ::Iriing a PENDA urusan Pemda,

502 01 2.09 09 Gedung penunjang n 9 daerah Keca 100 100 9 9 100 100 657,393, 659, ZSIIAN serta 100 857,000
Kantor ;‘:;Z’; serta | Lainnya penunja matan | % % unit unit % % 226 | 277,728 DAERA giﬂ’%eg‘slgaa“ % ,000
dan ’

pemeliharaan | Yang ng c H (PAD)
Banguna | BNDOPD | dpelhar | urusan | Sem Pengeloi”
dan Barang a/direh pemerint | o penunjang
Pengelola abilitasi ahan han urusan Pemda
penunjang daerah sesuai
;ruszn ketentuan.
emda
sesuai
ketentuan.
5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 8,964,97 16,537,8 16,003,
0,377 80,694 908,897
5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 465,444, 383,715, 428,002
960 660 ,243
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1. Persentase

1.Persentase

Capaian Capaian
Pengelolaan Pengelolaan
Keuangan Keuangan
Daerah Daerah Bidang
Bidang Anggaran2.Pers
Anggaran2. entase Capaian
Persentase Pengelolaan
Capaian Keuangan
Pengelolaan Kota Daerah Bidang
Keuangan Magel Perbendahar
Daerah Jumiah Meninak | 2n9 aan3.Persentas
" Bidang umla ening ' e Capaian
SKio(;);glna Perbendahar | Dokume | atnya Semu 100 100 2 2 PENDA Pengelolaan 100
Penyusun | @ans. n KUA Pengang | yeca | %100 | %100 | Dok | Dok | 100 100 530353 | 335133 | PATAN Keuangan %100 | 60,568,
5020220001 1 jnkua | Persentase | dan garan matan | %100 | %100 | ume | ume | % % 00 o0 | ASU Daerah Bidang | ;10 043
dan Capaian PPAS sesuai % % n n DAERA Akuntansi %
PPAS Pengelolaan | yang ketentua | o H (PAD)
Keuangan Disusun n a
Daerah Kelura
Bidang han
Akuntansi
1. Persentase 1.
Capaian Persentase
Pengelolaan Capaian
Keuangan Pengelolaan
Daerah Keuangan
Bidang Daerah Bidang
Anggaran Anggaran
2. Persentase 2.
Capaian Persentase
Pengelolaan Kota Capaian
) Keuangan Jumlah Magel Pengelolaan
Koordina Daerah Dokume ang Keuangan
si dan Bidang n Meningk | o | 100 100 Daerah Bidang 100
Penyusun | Perbendahar | perypan | @tVa a o, o, 2 2 PENDA Perbendahar %
an aan anKUA | PeN98N9 | keca | 100 100 | Dok | Dok | 100 100 37,3640 | 36,6050 | FATAN aan 100 31,467,
5 02 02 2.01 02 Perubaha | 3. Persentase dan garan matan | % % ume ume % % 00 00 ASLI 3. % 000
n KUA Capaian Perubah | SESUa 100 [100 |n n DAERA Persentase 100
dan Pengelolaan | ,'ppag | ketentua | o 1 o/ % H (PAD) Capaian %
Perubaha | Keuangan an n a Pengelolaan
n PPAS Daerah éisgsun Kelura Keuangan
Bidang han Daerah Bidang
Akuntansi Akuntansi
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1. Persentase

1

Capaian Persentase
Pengelolaan Capaian
Keuangan Pengelolaan
Daerah Keuangan
Bidang Daerah Bidang
Anggaran Anggaran
2. Persentase 2.
Capaian Persentase
Pengelolaan Capaian
Keuangan Kota Pengelolaan
Daerah Magel Keuangan
. Bidang . ang, Daerah Bidang
§°°’d'”a Perbendahar | Jumlah gﬁtﬁ;'angk Semu | 100 | 100 PENDA Perbendahar 100
Pényusun aan RKA- pengang a % % 28 28 PATAN aan %
502 02 2.01 03 an dan 3. Persentase | SKPD garan Keca 100 100 Dok Dok 100 100 40,4944 40,494,4 ASLI 3. 100 44,544,
Verifikasi | Capalan yang | cesuai | Matan | % % ume | ume | % % 00 00 | bAERA Persentase % 000
RKA- Pengelolaan D_|ver|f|ka ketentua s 100 100 n n H (PAD) Capaian 100
SKPD Keuangan si n Semu % % Pengelolaan %
Daerah a Keuangan
Bidang Kelura Daerah Bidang
Akuntansi han Akuntansi
1. Persentase 1.Persentase
Capaian Capaian
Pengelolaan Pengelolaan
Keuangan Keuangan
Daerah Daerah Bidang
Bidang Anggaran2.Pers
Anggaran2. entase Capaian
Persentase Pengelolaan
Capaian Keuangan
Pengelolaan Daerah Bidang
Keuangen P
Koordina | gidang Jumiah | Meringk e CENDA e Capaian
. Perbendahar eruba atnya Pengelolaan
Penyusun aan3, an RKA- pengang a 200 200 28 28 PATAN Keugngan ;IOO
502 02 2.01 04 an q§n ) P ¢ SKPD garan Keca %100 %100 | Dok Dok 100 100 15,381,6 8,173,10 ASLI D h Bid %100 35,577,
Verifikasi ersentase . matan | %100 | %100 | ume | ume | % % 00 0 | DAERA aerah Bidang | o100 000
Perubaha | Capaian oS ke | hometa | % % n n H (PAD Akuntansi %
n RKA- Egzgﬁg):]an Si|ver| ika netentua Semu ( )
SKPD a
Daerah Kelura
Bidang
Akuntansi han

86



1. Persentase

1.
Persentase

Capaian
Pengelolaan Capaian
Keuangan Pengelolaan
Daerah Keuangan
Bidang Daerah Bidang
Anggaran Anggaran
2. Persentase 2.
Capaian Persentase
Pengelolaan Kota Capaian
Keuangan Magel Pengelolaan
Daerah ang Keuangan
Koordina Bidang Meningk ’ Daerah Bidang
. Jumlah S 100 100 100
si, Perbendahar Dupn;\_a atnya aemu % % 28 28 PENDA Perbendahar %
Penyusun | aan SKPD PeNgang | keca | 100 | 100 | Dok | Dok | 100 | 100 9,601,00 | 9,601,00 | PATAN aan 100 10,081,
5 02 02 2.01 05 an dan 3. Persentase garan o o o o ASLI 3. o
e : yang ) matan % % ume ume % % 0 0 % 050
Verifikasi Capaian A sesuai DAERA Persentase
Diverifika s 100 100 n n g 100
DPA- Pengelolaan f ketentua 0 0 H (PAD) Capaian 9
si Semu % % %
SKPD Keuangan n a Pengelolaan
Daerah Keuangan
Kel
Bidang haenura Daerah Bidang
Akuntansi Akuntansi
1. Persentase 1.
Capaian Persentase
Pengelolaan Capaian
Keuangan Pengelolaan
Daerah Keuangan
Bidang Daerah Bidang
Anggaran Anggaran
2. Persentase 2.
Capaian Persentase
Pengelolaan Kota Capaian
Keuangan Magel Pengelolaan
Koordina Daerah . ang Keuangan
) Bidang Jumlah Meningk ’ Daerah Bidang
si, Semu 100 100 100
Pen Perbendahar | Perubah | atnya 0 o 2 2 PENDA Perbendahar 0
yusun an DPA- pengang a % % 8 8 PATAN %
502 02 201 05 | @ndan aan SKPD ran Keca | 100 100 Dok | Dok | 100 100 7,342,80 o | s aan 100 7,710,1
: Verifikasi | 3: Persentase garan matan | % % ume | ume | % % 0 3. % 50
Capaian yang sesuai DAERA Persentase
Perubaha Diverifik K , 100 100 n n H (PAD g 100
n DPA- Pengelolaan iverifika | ketentua | o | o % (PAD) Capaian %
SKPD Keuangan sl n a Pengelolaan
Daerah Kelura Keuangan
Bidang han Daerah Bidang
Akuntansi Akuntansi

87



1. Persentase

1.Persentase

Capaian Capaian
Pengelolaan Pengelolaan
Keuangan Keuangan
Daerah Daerah Bidang
Bidang Anggaran2.Pers
Anggaran2. entase Capaian
Persentase Pengelolaan
Koordina Capaian Keuangan
sidan Pengelolaan Jumlah Kota Daerah Bidang
Penyusun | Keuangan Peratura Magel Perbendahar
an Daerah aan3.Persentas
) n Daerah . ang, ;
Peraturan Bidang Meningk e Capaian
tentang Semu
Daerah Perbendahar atnya PENDA Pengelolaan
tentan APBD engan a 100 100 2 2 PATAN 100
5 02 02 2.01 07 APBDQ aan3. dan parzf’n 9 | Keca | %100 | %100 | Dok | Dok | 100 100 129,415, | 148,330, | po| Keuangan %100 | 142,356
' Persentase | peratura | 923" | matan | %100 | %100 | ume | ume | % % 160 160 Daerah Bidang | ;10 000
dan Capaian sesuai 0 0 DAERA Akuntansi 0
P n Kepala s % % n n %
eraturan Pengelolaan Daerah ketentua Semu H (PAD)
Kepala Keuangan tentang n a
E;?;iz gzgr?g Penjabar Kelura
Penjabar | Akuntansi an APBD han
an APBD
1. Persentase | Jumlah 1.
Capaian Peratura Persentase
Pengelolaan n Daerah Capaian
Keuangan tentang Pengelolaan
Daerah Perubah Keuangan
Bidang an APBD Daerah Bidang
Koordina Anggaran dan Anggaran
si dan 2. Persentase | Peratura 2.
Penyusun Capaian n Kepala Persentase
an Pengelolaan Daerah Kota Capaian
Peraturan Keuangan tentgng Magel Pengelolaan
Daerah Daerah Penjabar . ang Keuangan
Bidang an Meningk ' Daerah Bidang
tentang Semu 100 100 100
Perbendahar | Perubah | atnya 0 0 PENDA Perbendahar 0
Perubaha a % % 2 2 %
aan an APBD | pengang PATAN aan
502 02 2.01 08 n APBD 3. Persentase garan Keca 100 100 Dok Dok 100 100 95,5447 95,5447 ASLI 3 100 95,699,
: dan e ) matan | % % ume ume % % 00 00 DAERA : % 000
Peraturan | Capaian sesual | 100 | 100 | n n Persentase 100
Kepala Pengelolaan ketentua | oo | o % H (PAD) Capaian %
Daerah Keuangan n a Pengelolaan
tentang Daerah Kelura Keuangan
: Bidang Daerah Bidang
Penjabar . han )
an Akuntansi Akuntansi
Perubaha
n APBD
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Koordina 1. Persentase | Jumlah Meningk | Kota 100 100 1 1 PENDA 1. 100
si dan Capaian Dokume atnya Magel % % Dok Dok PATAN Persentase %
Penyusun | Pengelolaan n pengang | ang, 100 100 ume ume ASLI Capaian 100
an Keuangan Regulasi garan Semu % % n n DAERA Pengelolaan %
5 02 02 2.01 09 Regulasi serta sesuai a 100 100 :/00 :/00 76’36668 11‘4540‘8 H (PAD) 100 0
serta Kebijaka ketentua | Keca % % ° ° %
Kebijakan n n matan
Bidang ,
Anggaran
Daerah Keuangan
Bidang Daerah Bidang
Anggaran Anggaran
2. Persentase 2.
Capaian Persentase
Pengelolaan Capaian
Keuangan Pengelolaan
Daerah Keuangan
Bidang Daerah Bidang
Perbendahar Perbendahar
aan aan
3. Persentase | Bidang Semu 3.
Capaian Anggara ; | Persentase
Pengelolaan n elura Capaian
Keuangan han Pengelolaan
Daerah Keuangan
Bidang Daerah Bidang
Akuntansi Akuntansi
5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 231,246, 219,263, 248,502
200 200 ,450
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1. Persentase

1.Persentase

capaian
capaian pengelolaan
pengelolaan keuangan
keuangan daerah bidang
daerah anggaran2.Pers
bidang entase capaian
anggaran2. pengelolaan
Persentase keuangan
capaian daerah bidang
pengelolaan Kota perbendahar
Penyiapa | keuangan Jumlah Magel aan3.Persentas
n, daerah Dokume | Meningk | ang, e capaian
Pelaksan | bidang N Hasil atnya Semu ) 112 PENDA pengelolaan 100
aan perbendahar | pengend enatau | a 100 100 11 PATAN keuangan o 645,3
Pengend | aan3. aliandan | sahaan | Keca | %100 | %100 | Dok | Dok | 100 100 8,199,40 | 819940 | oo daerah bidang 4:183 S, A
50202 202 03 | aliandan | Persentase Penerbit | keuanga | matan | %100 | %100 | um um % % 0 0 | DAERA akuntansi %
Penerbita | capaian an nsesuai | , % % en en H (PAD)
n pengelolaan | Anggara | ketentua | Semu
Anggaran keuangan n Kas n a
Kas dan daerah dan SPD Kelura
SPD bidang han
akuntansi
1.
1. Persentase | Jumlah Meningk | Kota Persentase
capaian Dokume | atnya Magel capaian
engelolaan n Hasil penatau ang, engelolaan 100
Penataus Eeugngan Penatau sahaan Semu 2/00 2/00 . 12 :Zi-"\-‘ADQ Eeugngan %
sahaan keuanga a o o ; 11,672,
ahaan giiear:g Pembiay | n sesugai Keca 100 100 Dok Dok 100 100 11,117,0 10,1 1663 ASLI daerah bidang :/:)0 i
502 02 2.02 04 Pembiaya anggaran aan ketentua | matan | % % ume ume % % 00 DAERA 100
an Daerah n ) 100 100 n n H (PAD) o
Daerah Semu % %
a
Kelura
han
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anggaran
2. Persentase 2.
capaian Persentase
pengelolaan capaian
keuangan pengelolaan
daerah keuangan
bidang daerah bidang
perbendahar perbendahar
aan aan
3. Persentase 3.
capaian Persentase
pengelolaan capaian
keuangan pengelolaan
daerah keuangan
bidang daerah bidang
akuntansi akuntansi
1.
Koordina 1. Persentase | Jumlah Persentase
si, capaian Dokume capaian
Fasilitasi, pengelolaan n Hasil pengelolaan
Asistensi, | keuangan Koordina keuangan
Sinkronis daerah si, daerah bidang
asi, bidang Fasilitasi, anggaran
Supervisi, | anggaran Asistensi a
Monitorin 2. Persentase | , Persentase
g dan capaian Sinkronis capaian
Evaluasi | pengelolaan | asi, Kota pengelolaan
Pengelola | keuangan Supervisi Magel keuangan
an Dana daerah b Meningk | ang, daerah bidang 100
Perimban | bidang Modmtorm atnya Semu | 100 100 6 PENDA perbendahar %
an dan perbendahar g, dan natau a % % 16 PATAN aan
gDana aan Evaluasi gzhaan Keca 100 100 Dok Dok 100 100 31,829,0 27,953,0 ASLI 3 2/:)0 33,44250ci
5 02 02 2.02 05 Transfer 3. Persentase | Pengelol keuanga | matan | % % ume ume % % 00 00 DAERA Persentase 100
Lainnya capaian aan nsesuai | , 100 100 n n H (PAD) capaian %
pengelolaan Dana ketentua | Semu | % % pengelolaan
keuangan Perimba n a keuangan
daerah ngan dan Kelura daerah bidang
bidang Dana han akuntansi
akuntansi Transfer
Lainnya
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Koordina 1. Persentase | Jumlah Kota 1.Persentase
si dan capaian Laporan Magel capaian
Penyusun | pengelolaan Realisasi ang, pengelolaan
an keuangan Penerim Semu keuangan
Laporan daerah aan dan a daerah bidang
Realisasi bidang Pengelu Keca anggaran2.Pers
Penerima | anggaran2. aran Kas matan entase capaian
an dan Persentase Daerah, , Pengelolaan
Pengelua capaian Laporan Semu Keuangan
ran Kas pengelolaan Aliran a Daerah Bidang
Daerah, keuangan Kas, dan Kelura Perbendahar
Laporan daerah Pelaksan han aan3.Persentas
Aliran bidangperben | aan e Capaian
Kas, dan daharaan3. Pemung Pengelolaan
Pelaksan Persentase utan/Pe Keuangan
aan capaian motonga Daerah Bidang
Pemungu pengelolaan n dan Akuntansi
tan/ keuangan Penyetor
Pemoton daerah an
gan dan bidang Perhitun
Penyetor akuntansi gan
an Fihak
Perhitung Ketiga
an Fihak (PFK) )
Ketiga dan gﬂtﬁ;'angk
(PFK) hi‘;‘i’lra” penatau 100 | 100 0 | 20 E/E\"F‘Erfl\ 100
I sahaan %100 | %100 100 100 56,330,8 56,330,8 %100 59,070,
5 02 02 2.02 07 Koordina keuanga %100 | %100 Lapo | Lapo % % 00 00 ASLI %100 200

si dalam : o o ran ran DAERA o

rangka n sesuai () () H (PAD) (J

Penyusu ketentua

nan n

Laporan

Realisasi

Penerim

aan dan

Pengelu

aran Kas

Daerah,

Laporan

Aliran

Kas, dan

Pelaksan

aan

Pemung

utan/Pe

motonga

ndan

Penyetor

an

Perhitun

gan

Fihak

Ketiga

(PFK)
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1. Persentase

1.
Persentase

capaian
pengelolaan capaian
keuangan pengelolaan
daerah keuangan
bidang daerah bidang
anggaran Jumlah anggaran
2. Persentase Dokume 2.
Rekonsili | capaian n Hasil Persentase
asl Dgta pengelolaan Rekonsili Kota capaian
aPr?ré(;r;ma keuangan asi Data Magel pengelolaan
Penaelua g%erah Penerim | Meningk | ang, (I;euanr??)nd
9 ldang aan dan atnya Semu 100 100 aeran bidang 100
ran Kas perbendahar 9 9 PENDA perbendahar o
serta Pengelu penatau a % % 12 12 PATAN %
aan aranKas | sahaan | Keca | 100 100 Dok | Dok | 100 100 105,688, | 100,595, aan 100 112,287
5 02 02 2.02 09 Pemungu ASLI
: tan dang 3. Pe_rsentase serta keuanga | matan % % ume ume % % 000 000 DAERA 3. % ,000
Pemoton capaian Pemung | nsesuai | , 100 100 n n H (PAD) Persentase 100
pengelolaan utan dan ketentua | Semu % % capaian %
gan atas keuangan Pemoton | n a pengelolaan
SP2D daerah keuangan
¢ gan atas Kelura )
dengan bidang SP2D han daerah bidang
Instansi akuntansi den akuntansi
. gan
Terkait .
Instansi
Terkait
Penyusun | 1. Persentase | Jumlah 1.
an capaian Petunjuk Persentase
Petunjuk pengelolaan Teknis capaian
Teknis keuangan Administr pengelolaan
Administr daerah asi keuangan
asi bidang Keuanga Kota daerah bidang
Keuanga anggaran n yang Magel anggaran
nyang 2. Persentase | Berkaita Meningk | ang, 2.
Berkaitan capaian ndengan | atnya Semu 100 100 Persentase 100
- PENDA -
dengan pengelolaan Penerim penatau a % % 1 1 PATAN capaian %
Penerima keuangan aan dan sahaan Keca 100 100 Dok Dok 100 100 18,082,0 16,068,2 pengelolaan 100 22,405,
5 02 02 2.02 10 ASLI
an dan daerah Pengelu keuanga | matan | % % ume ume % % 00 00 % 950
: . DAERA
Pengelua bidang aran Kas | n sesuai , 100 100 n n H (PAD) 100
ran Kas perbendahar serta ketentua | Semu % % %
serta aan Penatau n a
Penataus sahaan Kelura
ahaan dan han
dan Pertangg
Pertangg ungjaw
ungjawa
ban Sub
Kegiatan
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3. Persentase
capaian
pengelolaan
keuangan
daerah
bidang
akuntansi

aban
Sub
Kegiatan

keuangan
daerah bidang
perbendahar
aan

3.

Persentase
capaian
pengelolaan
keuangan
daerah bidang
akuntansi

5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 268,279, 343,437, 327,404
217 634 ,204
1. Persentase | Jumlah 1.Persentase
capaian Dokume capaian
pengelolaan n Hasil pengelolaan
keuangan Rekonsili keuangan
daerah asi dan daerah bidang
bidang Verifikasi anggaran2.Pers
anggaran2. Aset, entase capaian
Rekonsili Persentase Kewajiba pengelolaan
asi dan capaian n, keuangan
Verifikasi pengelolaan Ekuitas, Kota daerah bidang
Aset, keuangan Pendapa Magel perbendahar
Kewajiba daerah tan, ) ang aan3.Persentas
n bidang Belanja, Meningk | o e capaian
E’kuitas, perbendahar | Pembiay | atnyalK | _ 100 100 102 102 PENDA pengelolaan 100
5 02 02 203 02 | Pendapat | a3 aan, OPD .| Keca | %100 | %100 | Dok | Dok | 100 | 100 | 328652 | 268595 | FA'M keuangan %100 | 42,526,
' an, ersentase endapa matan | %100 | %100 [um | um | % % 19 46 daerah bidang | 9,109 733
Belanja, capaian tan-LO, dengan ‘ % % en en DAERA akuntansi %
Pembiaya | Pengelolaan dan ketentua | o H (PAD)
an, keuangan Beban n a
Pendapat dgerah Kelura
an-LO bidang han
dan akuntansi
Beban
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Konsolida | 1. Persentase | Jumlah 1.
si capaian Laporan Persentase
Laporan pengelolaan Keuanga Capaian
Keuanga keuangan n SKPD, Pengelolaan
n SKPD, daerah BLUD Keuangan
BLUD bidang dan Daerah Bidang
dan anggaran Laporan Anggaran
Laporan 2. Persentase | Keuanga 2.
Keuanga capaian n Persentase
n pengelolaan Pemerint Kota Capaian
Pﬁmerint léeuant?an aDh . Magel Ii:engelolaan
a aera aera euangan
Daerah bidang yang Meningk gr;%llu 100 100 Daerah Bidang 100
perbendahar | Terkonso Eg;&s LK | 5 % % . 12 IE/'-E\"I\"ADQ Perbendahar %
aan lidasi aan
5 02 02 2.03 04 3. Persentase sesuai Keca JOO JOO Lapo | Lapo :00 :00 28,479,7 35,051,2 ASLI 3 l]OO 36,723,
A denaan matan % % ran ran % % 19 64 DAERA P ¢ % 173
capaian N tgt . 100 100 H (PAD ersentase 100
pengelolaan etentua | o | o % (PAD) Capaian %
keuangan n a Pengelolaan
daerah Keuangan
bidang Eae:]ura Daerah Bidang
akuntansi Akuntansi
Koordina 1. Persentase | Jumlah 1.
si dan capaian Rancang Persentase
Penyusun | pengelolaan an capaian
an keuangan Peratura pengelolaan
Rancang daerah n Daerah keuangan
an bidang tentang daerah bidang
Peraturan | anggaran Pertangg anggaran
Daerah 2. Persentase | ungjaw 2.
tentang capaian aban Persentase
Pertangg pengelolaan Pelaksan capaian
ungjawa keuangan aan Kota pengelolaan
ban daerah APBD Magel keuangan
Pelaksan bidang Kabupat Meningk ang, daerah bidang
aan perbendahar en/Kota Semu 100 100 perbendahar 100
APBD aan dan g(géa LK a % % 2 2 Ei‘ll\'jADlﬁ\ aan %
502 02 2.03 05 Kabupate 3. Persentase | Rancang . Keca 100 100 Dok Dok 100 100 91,890,9 91,890,9 ASLI 3. 100 112,924
: n/Kota capaian an sesual matan | % % ume ume % % 00 00 Persentase % ,665
dan pengelolaan Peratura dengan 100 100 n n DAERA capaian 100
Rancan keuangan n Kepala ketentua éemu % % H (PAD) engelolaan %
9 g P n o o E 9 0
an daerah Daerah a euangan
Peraturan | bidang tentang Kelura daerah bidang
Kepala akuntansi Penjabar han akuntansi
Daerah an
tentang Pertangg
Penjabar ungjaw
an aban
Pertangg Pelaksan
ungjawa aan
ban APBD
Pelaksan Kabupat
aan en/Kota
APBD
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Kabupate

n/Kota
1. Persentase
capaian 1.Persentase
pengelolaan capaian
keuangan pengelolaan
daerah keuangan
bidang daerah bidang
anggaran2. anggaran2.Pers
Persentase entase capaian
capaian pengelolaan
pengelolaan keuangan
Penyusun | euangan Jumiah l\KA"ta daerah bidang
an daerah Dokume agel perbendaharaa
Analisis bidang n Hasil Meningk gr;%inu n3.Persentase
Laporan zggtéendahar ﬁ;allms atnya LK | 2 100 100 ) ) PENDA Capalalnl
Pertangg . poran OPD K o 0 pengelolaan 100
50202203 08 | Porengs | B | Perangg | sesua eca | %100 | %100 | Dok | Dok | 100 | 100 12,2256 | 12,2256 | PATAN keuangan %100 | 18,515
und capaian ungjaw dengan | Matan | %100 | %100 | ume | ume | % % 00 00 | ASLI daerah bidang %100 " 533
Polaksan | Pengelolaan | aban ketentua | g % % n n DAERA akuntansi %
aan keuangan Pelaksan | n aemu H (PAD)
daerah aan
APBD bidang APBD Kelura
akuntansi han
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1. Persentase

1.
Persentase

CapalaInlaan capaian
Egzgsgoan pengelolaan
keuangan
g%erah daerah bidang
alngagnagran anggaran
2.
2. Pe'rsentase Persentase
Penyusun | capaian Jumlah capaian
an Eengelolaan Kebijaka Kota pengelolaan
Kebijakan deuanﬁan ndan Magel keuangan
dan b'e-:jera Panduan Meningk ang, daerah bidang 100
Panduan p;r‘;‘)g% dahar | Teknis atnya LK | Semu 2/ 00 2/ 00 1 ; PENDA perbendahar %
i Operasio a o o N
Teknis 1 an f OPD Keca | 100 100 | Dok | Dok | 100 100 34,0682 | 40,1447 | PATA aan 100 42,872,
502 02 203 09 | Operasio | B8 e | M@ sesuai 1 1 % % 19 6a | ASLI 3. % 000
) nal e Penyelen dengan matan % % ume | ume o 0 DAERA Persentase 100
Penyelen capalanI ggaraa n ketentua | 100 100 n n H (PAD) capaian %
ggaraan Eengelo aan | Akuntans n Semu | % % pengelolaan
Akuntansi euanrg];an i a keuangan
Pemerint dgera Pemerint Kelura daerah bidang
ah bidang ah han akuntansi
Daerah akuntansi Daerah
1. Persentase 1'
cépaian Persentase
Capaian
Egzgslgc;l\ian Pengelolaan
Keuangan
g%erah Daerah Bidang
idang Anggaran
anggaran Jumlah 2.
2. Pgrsr]entase Orang Persentase
capaia i
) yang Capaian
:r?mblna Eengelolaan Mengikut Kota Pengelolaan
_ euangan i Magel Keuangan
Akuntansi daerah Pembina | . . | ang, Daerah Bidang 100
, bidang an eningl | semu | 100 100 PENDA Perbendahar 9
Pelapora | perbendahar | aApintans | 2MVaLK | 3 % % 10 10 PATAN aan .
n dan aan i OPD | keca | 100 | 100 3 3| 100 | 100 68,7495 | 137,265, | 1o 3 100 73,842,
502 02 2.03 11 Er?g;}:\rv]vgag 3. Persentase Pelapora zZiZZ'n matan | % % Oran | Oran | % % 60 560 DAERA Persentase 1/((’)0 000
capaian n dan , 100 100 g 9 H (PAD) Capaian
ban pengelolaan | pgianqq Eete”t”a Semu | % % Per?gelolaan %
Pﬁmerlnt keuangan ungjaw a Keuangan
a daerah aban Kelura Daerah Bidang
Kabupate | bidang Pemerint han Akuntansi
n/Kota akuntansi ah
Kabupat
en/Kota
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5 02 02 2.04 Penu njang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8,000,00 15,591,4 15,000,
0,000 64,200 000,00
0
1. Persentase 1.Persentase
capaian capaian
pengelolaan pengelolaan
keuangan keuangan
daerah daerah bidang
bidang anggaran2.Pers
anggaran2. entase capaian
Persentase pengelolaan
capaian Meningk keuangan
pengelolaan at(ﬂa;lang Kota daerah bidang
keuangan Jumlah Pengelol | Magel perbendahar
daerah Laporan aan ang aan3.Persentas
Pengelola bidang Hasil Dana Semu PENDA € capaian
an Dana perbendahar | pepgeiol | Darurat | a 100 100 12 12 PATAN pengelolaan 100
502 02 2.04 09 | Darurat ;’;a”?’- ) aan dan Keca | %100 | %100 | = | | 100 100 8,000,00 | 155914 | ) ';e“a”giﬂ 4 %100 | 15,000,
: dan ersentase Dana Mendes | matan | %100 | %100 p PO 1 o, % 0,000 64,200 aeran bidang %100 | 000,000
Mendesa | c@paian Darurat ak yang % % ran ran DAERA akuntansi %
k pengelolaan dan sesuai Semu H (PAD)
keuangan Mendesa | dengan a
daerah k ketentua | Kelura
bidang n yang han
akuntansi berlaku
5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1,134,00 1,132,49 1,254,8
9,880 1,599 17,600
5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1,134,00 1,132,49 1,254,8
9,880 1,599 17,600
Cakupan Jumlah Meningk | Kota PENDA Cakupan
Pengelolaan Standar atnya Magel PATAN Pengelolaan
BMD Harga perenca ang, ASLI BMD
yang naan, Semu DAERA
Disusun pemanfa | a H (PAD)
atan, Keca
Penyusun engam matan 3 2
502 03 2.01 01 an gnag 85.71 85.71 Dok Dok 100 100 20,481,9 19,854,9 85.71 21,151,
: Standar penaiau éemu % % ume ume % % 00 00 % 900
Harga sahaan, a n n
dan Kelura
peminda | han
htanga
nan
BMD
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Penyusun | Cakupan Jumlah Meningk | Kota PENDA Cakupan
an Pengelolaan Standar atnya Magel PATAN Pengelolaan
Standar BMD Barang perenca ang, ASLI BMD
Barang Milik naan, Semu DAERA
Milik Daerah pemanfa | a H (PAD)
Daerah dan atan Keca
! 1 1
dan Standar pengam matan
502 03 2.01 02 Standar Kebutuh anan, ‘ o8/5.71 o8/5.71 Br(:; Er%l; :/00 :/00 45,79968 45,7990,8 35.71 49,512036
Kebutuha an penatau | Semu ° ° ° ° °
n Barang Barang sahaan, a n n
Milik Milik dan Kelura
Daerah Daerah peminda | han
htanga
nan
BMD
Penyusun | Cakupan Jumlah Meningk | Kota 7 7 PENDA Cakupan
an Pengelolaan Rencana | atnya Magel Dok Dok PATAN Pengelolaan
Perencan BMD Kebutuh perenca ang, ume ume ASLI BMD
aan an naan, Semu n n DAERA
Kebutuha Barang pemanfa | a H (PAD)
n Barang Milik atan, Keca
Milik Daerah pengam matan
502 03 2.01 03 Daerah anan, ’ o8/5.71 o8/5.71 3/00 3/00 20,53963 20,53968 35.71 22,509616
penatau | Semu ° ° ° ° °
sahaan, a
dan Kelura
peminda | han
htanga
nan
BMD
Penataus Cakupan Meningk | Kota PENDA Cakupan
ahaan Pengelolaan atnya Magel PATAN Pengelolaan
Barang BMD perenca ang, ASLI BMD
Milik naan, Semu DAERA
Daerah Jumlah pemanfa | a H (PAD)
Laporan atan, Keca
Penatau | pengam | matan | g5 71 | g574 | 2 | 100 100 195,053, | 254,638 85.71 | 192,109
5 02 03 2.01 05 sahaan anan, , o o Lapo | Lapo | , o S aa i o !
Barang penatau Semu % % ran ran Yo Yo 376 356 % 500
Milik sahaan, a
Daerah dan Kelura
peminda | han
htanga
nan
BMD
Inventaris | Cakupan Jumlah Meningk | Kota PENDA Cakupan
asi Pengelolaan Laporan atnya Magel PATAN Pengelolaan
Barang BMD Hasil perenca ang, ASLI BMD
Milik Inventari naan, Semu DAERA
Daerah sasi pemanfa | a H (PAD)
(LHI) atan, Keca
Barang pengam matan 1 1
502 03 2.01 06 Milik anan, ‘ ?/5.71 ?/5.71 Lapo | Lapo :/OO :/OO 56,4956(5) 56,4950,3 35.71 62,16555(i
Daerah penatau | Semu ° ° ran ran ° ° °
sahaan, a
dan Kelura
peminda | han
htanga
nan
BMD
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Pengama | Cakupan Jumlah Meningk | Kota PENDA Cakupan
nan Pengelolaan Laporan atnya Magel PATAN Pengelolaan
Barang BMD Hasil perenca ang, ASLI BMD
Milik Pengam naan, Semu DAERA
Daerah anan pemanfa | a H (PAD)
Barang atan, Keca
Milik pengam matan 12 12
502 03 2.01 07 Daerah anan, ‘ 08/5.71 08/5.71 Lapo | Lapo :/00 :/00 352,275076 230,475076 35.71 418,288
penatau | Semu ° ° ran ran ° ° ° ’
sahaan, a
dan Kelura
peminda | han
htanga
nan
BMD
Cakupan Jumlah Meningk | Semu PENDA Cakupan
Pengelolaan Laporan atnya a PATAN Pengelolaan
BMD Hasil perenca Kab/K ASLI BMD
Penilaian | naan, ota, DAERA
Barang pemanfa | Semu H (PAD)
Penilaian Milik atan, a
Barang Daerah | pengam | Keca | g574 | g57¢ | © 5 1100 100 245,791, | 245,791, 85.71 | 267,257
5 02 03 2.01 08 Milik dan Hasil | anan, matan by by Lapo | Lapo o o 700 700 % 100
Koordina | penatau | , ° ° ran ran ° ° ° '
Daerah )
si sahaan, Semu
Penilaian | dan a
Barang peminda | Kelura
Milik htanga han
Daerah nan
BMD
Optimalis Jumlah Meningk | Kota
asi Dokume atnya Magel
Penggun n Hasil perenca ang,
aan, Optimalis | naan, Semu
Pemanfa asi pemanfa | a
atan, Penggun atan, Keca
Peminda aan, pengam matan
angana | Fomanta | 3 | Som E eeon ||
5 02 03 201 10 | Pemusna | parPE Peminda | sahaan, | a 8571 | 8571 | Dok | Dok | 100 | 100 80,2074 | 138,178, akupan 8571 | 87,371,
’ han, dan engelolaan htangan dan Kelura | % % ume ume % % 66 115 ASLI Pengelolaan % 400
' BMD 9 . DAERA BMD
Penghap an, peminda | han n n H
(PAD)
usan Pemusn htanga
Barang ahan, nan
Milik dan BMD
Daerah Penghap
usan
Barang
Milik
Daerah
Penyusun | Cakupan Jumlah Meningk | Kota PENDA Cakupan
an Pengelolaan Laporan atnya Magel PATAN Pengelolaan
Laporan BMD Barang perenca ang, ASLI BMD
Barang Milik naan, Semu DAERA
Milik Daerah pemanfa | a H (PAD)
Daerah yang atan, Keca 14 14
5 02 03 2.01 12 Disusun pengam matan ?/5‘71 ?/5‘71 Lapo | Lapo :/(?0 :/(?0 81’7723’2 93’9252’2 305'71 94’75756
anan, , ran ran
penatau Semu
sahaan, a
dan Kelura
peminda | han
htanga
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nan

BMD
Pembina Cakupan Jumlah Meningk | Kota PENDA Cakupan
an Pengelolaan Orang atnya Magel PATAN Pengelolaan
Pengelola | BMD yang perenca ang, ASLI BMD
an Mengikut naan, Semu DAERA
Barang i pemanfa | a H (PAD)
Milik Pembina atan, Keca
Daerah an pengam matan 200 200
502 03 2.01 13 Pemerint Pengelol anan, , 85.71 85.71 Oran | Oran 100 100 35,609,8 26,809,8 85.71 39,171,
’ ah aan penatau Semu % % % % 00 00 % 000
Kabupate Barang sahaan, a 9 9
n/Kota Milik dan Kelura
Daerah peminda | han
Pemerint | htanga
ah nan
Kabupat BMD
en/Kota
5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2,185,89 2,191,16 2,007,3
0,655 1,878 41,288
5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2,185,89 2,191,16 2,007,3
0,655 1,878 41,288
Perencan Persentase Jumlah Meningk | Kota PENDA Persentase
aan peningkatan Dokume atnya Magel PATAN peningkatan
Pengelola | Pendapatan n penerim ang, ASLI Pendapatan Asli
an Pajak Asli Daerah Rencana | aan Semu DAERA Daerah
Daerah Pengelol Pendap a 1 1 H (PAD)
502 04 2.01 01 aan atan Asli | Keca 110.0 110.0 Dok Dok 100 100 1,446,57 1,581,95 110.0 1,292,0
: Pajak Daerah matan 6 % 6 % ume ume % % 1,155 2,378 6 % 77,080
Daerah s n n
Semu
a
Kelura
han
Penyuluh Persentase Jumlah Meningk | Kota PENDA Persentase
an dan peningkatan Laporan atnya Magel PATAN peningkatan
Penyebar | Pendapatan Pelaksan | penerim ang, ASLI Pendapatan Asli
luasan Asli Daerah aan aan Semu DAERA Daerah
Kebijakan Penyuluh | Pendap a 4 4 H (PAD)
502 04 2.01 03 Pajak an dan atan Asli | Keca 110.0 | 110.0 Lapo | Lapo 100 100 17,640,6 17,640,6 110.0 24,347,
: Daerah Penyeba | Daerah matan | 6 % 6 % ran ran % % 00 00 6 % 610
rluasan ,
Kebijaka Semu
n Pajak a
Daerah Kelura
han
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Pengolah Persentase Jumlah Meningk | Kota Persentase
an, peningkatan Laporan atnya Magel peningkatan
Pemeliha Pendapatan Hasil penerim ang, Pendapatan Asli
raan, dan Asli Daerah Pengola aan Semu Daerah
Pelapora han, Pendap a PENDA
n Basis Pemeliha | atan Asli | Keca 17 17 PATAN
5 02 04 2.01 06 Data raan, Daerah matan (1310?'0 (1310?'0 Lapo | Lapo (1,/00 (1,/00 68’98568 68‘9850‘8 ASLI (13109'0 90,810(;15,
Pajak dan ° ° ran ran ° ° DAERA °
J )
Daerah Pelapora Semu H (PAD)
n Basis a
Data Kelura
Pajak han
Daerah
Penilaian Kota
Pajak Magel
Bumi dan ang,
Banguna Semu
n a
Perdesaa Jumlah Keca
n dan Obiek Meningk | matan
Perkotaa Persentase Pajjak atnya , 1200 | 1200 PENDA Persentase
n peningkatan | yang penerim | Semu | 4450 | 1100 | O | OBY | 409 100 24,180,0 | 24,180,0 | PATAN peningkatan 1100 | 35,233,
50204 20107 | (PBBP2) | pogapatan | Disesuai | 237 a 6% |6% |k |k | % 00 0o | ASH Pendapatan Asli | 6 % 695
serta Bea Ae_ apata sesua Pendap | Kelura ° ° Paja | Paja ° ° DAERA endapatan As °
sli Daerah kan . Daerah
Peroleha NJOP atan Asli | han k k H (PAD)
n Hak Daerah
nya
atas
Tanah
dan
Banguna
n
(BPHTB)
Persentase Jumlah Meningk | Kota PENDA Persentase
peningkatan Dokume atnya Magel PATAN peningkatan
Pendapatan n penerim ang, ASLI Pendapatan Asli
Asli Daerah Ketetapa | aan Semu DAERA Daerah
Penetapa n Pajak Pendap a 8600 8600 H (PAD)
n Wajib Daerah atan Asli | Keca 110.0 110.0 100 100 65,967,2 65,967,2 110.0 85,067,
5020420108 | pyiax Daerah | matan | 6% | 6% | DOK | Dok | o % 00 00 6% 993
Daerah ‘ ume ume
n n
Semu
a
Kelura
han
Penelitian | Persentase Jumlah Meningk | Kota 12 12 PENDA Persentase
dan peningkatan Data atnya Magel Dok Dok PATAN peningkatan
Verifikasi Pendapatan Pelapora | penerim ang, ume ume ASLI Pendapatan Asli
Data Asli Daerah n Pajak aan Semu n n DAERA Daerah
Pelapora Daerah Pendap a H (PAD)
502 04 2.01 10 n Pajak yang atan Asli | Keca 110.0 110.0 100 100 7,878,90 7,878,90 110.0 10,912,
’ Daerah Telah Daerah matan 6 % 6 % % % 0 0 6 % 545
Dilakuka )
n Semu
Penelitia a
n dan Kelura
Verifikasi han
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Persentase Jumlah Meningk | Kota PENDA Persentase
peningkatan Dokume atnya Magel PATAN peningkatan
Pendapatan n Hasil penerim ang, ASLI Pendapatan Asli
Asli Daerah Pelaksan | aan Semu DAERA Daerah
Penagiha aan Pendap_ a 10 10 H (PAD)
502 04 2.01 11 n Pajak Penagih atan Asli | Keca 110.0 110.0 | Dok Dok 100 100 309,565, 221,765, 110.0 383,707
. D an Pajak Daerah matan 6 % 6 % ume ume % % 700 700 6 % ,485
aerah
Daerah , n n
Semu
a
Kelura
han
Pengend Persentase Jumlah Meningk | Kota Persentase
alian, peningkatan Dokume atnya Magel peningkatan
Pemeriks Pendapatan n Hasil penerim ang, Pendapatan Asli
aan dan Asli Daerah Pemeriks | aan Semu PENDA Daerah
Pengawa aan serta | Pendap a 12 12 PATAN
502 04 2.01 13 san Pajak Pengend | atan Asli | Keca 110.0 110.0 | Dok Dok 100 100 116,355, 55,355,4 ASLI 110.0 20,627,
: Daerah alian dan | Daerah matan | 6 % 6 % ume ume % % 400 00 DAERA 6 % 775
Pengawa s n n H (PAD)
san Semu
Pajak a
Daerah Kelura
han
Pembina Persentase Jumlah Meningk | Kota PENDA Persentase
an dan peningkatan Laporan atnya Magel PATAN peningkatan
Pengawa Pendapatan Hasil penerim ang, ASLI Pendapatan Asli
san Asli Daerah Pembina | aan Semu DAERA Daerah
Pengelola an dan Pendap a 4 4 H (PAD)
502 04 2.01 14 an Pajak Pengawa | atan Asli | Keca 110.0 110.0 Lapo | Lapo 100 100 92,489,9 111,179, 110.0 21,425,
’ Daerah san Daerah matan 6 % 6 % % % 00 900 6 % 000
ran ran
dan Pengelol ,
Retribusi aan Semu
Daerah Retribusi a
Daerah Kelura
han
Elektronifi | Persentase Jumlah Meningk | Kota PENDA Persentase
kasi peningkatan Laporan atnya Magel PATAN peningkatan
Transaksi Pendapatan Perkemb penerim ang, ASLI Pendapatan Asli
Pemerint Asli Daerah angan aan Semu DAERA Daerah
ah Elektronif | Pendap a 1 1 H (PAD)
502 04 2.01 15 Daerah ikasi atan Asli | Keca 110.0 110.0 Lapo | Lapo 100 100 36,256,8 36,256,8 110.0 43,138,
: Transaks | Daerah matan | 6 % 6 % ran ran % % 00 00 6 % 000
! ,
Pemerint Semu
ah a
Daerah Kelura
han
TOTAL 22,482,8 30,921,4 31,021,
34,211 35,140 392,683
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Perubahan RKPD) maka disusunlah Renja Perubahan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2023.
Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah pada tahun 2023. Renja ini dibuat sebagai implementasi
dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi
Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun
2021-2026.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program
dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan
dalam rencana kerja perubahan Tahun 2023 dan perkiraan Tahun
2024, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan
kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Magelang berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang
dijabarkan dalam pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana
kerja dan pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
pada perubahan tahun 2023 dan telah dijabarkan pula ke dalam

target dan pagu indikatif per triwulan:
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Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode Urusan/Bidang Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Kinerja Perubahan
Urusan Indikator Kinerja Renja 2023 (Tahun n)
TDacrah dan. | e P | mer | PR | ey | Pegw | ar€ | Pagw | GG | Pag | Tamget | Pagu
Program/Kegiatan a Indikatif a Indikatif a Indikatif a Indikatif | Kinerja Indikatif
! 2 3 4 5 6 7 8
UNSUR PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
PROGRAM Tingkat pemenuhan 2,764,975,2 2,764,975,24 2,764,975,24 2,764,975,24 11,059,900,9
PENUNJANG URUSAN kebutuhan (TPK) 12 2 2 2 69
PEMERINTAHAN perencanaan
DAERAH KABUPATEN penganggaran dan
/KOTA evaluasi kinerja
perangkat daerah,
administrasi keuangan,
administrasi
kepegawaian, 24,175% 24,175% 24,175% 24,175% 96,7%
administrasi umum,
penyediaan jasa
penunjang urusan
Pemda, serta
pemeliharaan BMD
OPD dan Barang
Pengelola penunjang
urusan Pemda sesuai
ketentuan.
5 Perencanaan, Cakupan ketersediaan 7,968,150 7,968,150 7,968,150 7,968,150
. Pengan'gg?ran: dan (CK) dokumen 31,872,600
110 Evaluasi Kinerja perencanaan, 25% 25% 25% 25% 100%
1 Perangkat Daerah penganggaran, dan
evaluasi kinerja PD
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Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 1,728,725 1,728,725 1,728,725 1,728,725
2 Perencanaan perencanaan 1 1 1 3
. 6,914,900
Perangkat Daerah pferangkat daerah yang dokume dokume dokume Dokumen
0 disusun n n n
1 jumlah dokumen
renstra yang di review
2 Koordinasi dan 1 713,500 713,500 713,500 713,500 1
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA dokume ) ) ) dokumen 2,854,000
0 RKA-SKPD SKPD yang disusun :
1
2 Koordinasi dan 672,225 672,225 672,225 672,225
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 1 ! 2,688,900
0 Perubahan RKA-SKPD Peruba.han RKA SKPD dokume - - - dokumen
1 yang disusun n
2 Koordinasi dan 1 829,250 829,250 829,250 829,250 1
. Penyusunan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen DPA 3,317,000
. dokume - - - dokumen
0 SKPD yang disusun n
1
2 Koordinasi dan 867,450 867,450 867,450 867,450
Jumlah Dokumen 1 1
: Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dokume - - - dokumen 3,469,800
0 Perubahan DPA- SKPD R
1 yang disusun n
) Koordinasi dan Jumlah Laporan 3,157,000 3,157,000 3,157,000 3,157,000
i ineri 30
. Peny.usun.an L.aporan Capf‘;nan Kme.rja qan 7 7 9 12,628,000
0 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi laporan 7laporan laporan laporan laporan
1 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang P P P
Kinerja SKPD disusun
Administrasi Keuangan | Cakupan Laporan (CL) 3
L - 8,957,054,635
0 Perangkat Daerah administrasi keuangan 5% 2,239,263,6 5% 2,239,263,65 25% 2,239,263,65 5% 2,239,263,65 Dokumen
2 Perangkat Daerah 59 9 9 9
sesuai aturan
2 Jumlah ASN yang 2,220,456,9 2,220,456,95 2,220,456,95 2,220,456,95 | 41
. Penyediaan Gaji dan dibayarkan gaji dan 41 52 41 2 41 2 41 2 Orang/Bu | 8,881,827,807
0 h X Orang/B Orang/B Orang/B Orang/B
Tunjangan ASN tunjangannya (dalam 1 lan
2 tahun) ulan ulan ulan ulan
2 Pelaksanaan Jumlah laporan 6 3,322,975 6 3,322,975 6 3,322,975 6 3,322,975 24
. Penatausahaan dan 13,291,900
- e keuangan (dan SPJ) Dokume Dokume Dokume Dokume Dokumen
0 Pengujian/Verifikasi ane disusun n n n n
2 Keuangan SKPD yang
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Koordinasi dan Jumlah Laporan 15,483,732 15,483,732 15,483,732 15,483,732
18
Penyusunan Laporan Kguangan Bulanan/ 5 5 4 4 61,934,928
Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Laboran Laporan Laporan Laporan Laporan
Triwulanan/ Semesteran SKPD yang P P P P
Semesteran SKPD disusun
Administrasi Cakupan laporan (CL)
i ini i 100% 1,999,800
Kepegawaian administrasi | 25% 499,950 25% 499,950 25% 499,950 25% 499,950 0
Perangkat Daerah kepegawaian PD sesuai
aturan
pengolahan vengolahan 3 3 3 3 12 1,999,800
L . . . Dokume 499,950 Dokume 499,950 Dokume 499,950 Dokume 499,950 Dokumen
Administrasi Administrasi
A ) n n n n
Kepegawaian Kepegawaian
Administrasi Umum Cakupan Ketersediaan
Perangkat Daerah (CK) administrasi
25% 42,335,300 25% 42,335,300 25% 42,335,300 25% 42,335,300 100% 169,341,200
umum Perangkat
Daerah
Penyediaan Komponen Jumlah ruangan yang 1,496,600 1,496,600 1,496,600 1,496,600
i isedi 35 Paket 5,986,400
Ir}sta'la5| .dlsedlalfa'n kf)mponen 8 Paket 8 Paket 8 Paket 9 Paket
Listrik/Penerangan instalasi listrik/
Bangunan Kantor penerangannya
Jenis bahan logistik 3,865,875 3,865,875 3,865,875 3,865,875
) kantor yang dibeli
80 Paket 15,463,500
Pen.yevd|aan Bahan Jumlah pegawai yang 20 Paket 20 Paket 20 Paket 20 Paket
Logistik Kantor L
disediakan makan
minum harian
Penyediaan Barang 2,391,925 2,391,925 2,391,925 2,391,925
jeni 15 Paket 9,567,700
Cetakan dan Jumlah dan jer.us 3 Paket 3 Paket 3 Paket 4 Paket
Penggandaan barang yang dicetak
Penyediaan Bahan Jenis bahan bacaan 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1 1 31 3
Bacaan dan Peraturan dan peraturan 5,400,000
Dokume Dokume Dokume - Dokumen
Perundang-undangan perundang- undangan
LT n n n
yang disediakan
Jenis bahan/material 1,735,900 1,735,900 1,735,900 1,735,900
i 25 Paket 6,943,600
Penyediaan . kebersihan yang 6 Paket 6 Paket 6 Paket 7 Paket
Bahan/Material

disediakan
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3,591,000 3,591,000 3,591,000 3,591,000 14
Fasilitasi Kunjungan Jumlah kunjungan 3 3 3 SLapora Laporan 14,364,000
Tamu tamu yang difasilitasi Laporan Laporan Laporan n
Penyelenggaraan Rapat : 27,904,000 27,904,000 27,904,000 27,904,000
Koordinasgigdan P | Jumlah konsultasi 7 7 8 9 31 111,616,000
Konsultasi SKPD SKPD yang Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
dilaksanakan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Cakupan Penyediaan
Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang (CPJP)
- 25% 105,870,411 25% 105,870,411 25% 105,870,411 25% 105,870,411 100% 423,481,642
Urusan Pemerintahan
Daerah
Jumlah Laporan 13,397,615 13,397,615 13,397,615 13,397,615 3500
Penyediaan Jasa Surat Penyediaan Jasa Surat 875 875 875 875 laporan 53,590,460
Menyurat Menyurat laporan laporan laporan laporan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 78,962,271 78,962,271 78,962,271 78,962,271
Komun.lka5|, Sl.Jmk.)er Penyed.laar? Jasa 1 1 1 Jlapora 5 315,849,084
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Laporan Laporan Laporan n Laporan
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 13,510,525 13,510,525 13,510,525 13,510,525 12
Pelayanan Umum Penyediaan Jasa 3 3 3 3 laporan 54,042,098
Kantor Pelayanan Umum laporan laporan laporan laporan
Kantor yang disediakan
Pengadaan Barang
Milik Daerah 100% | 26,543,400 100% 26,543,400
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan
dan Mesin Lainnya dan Mgsm .Lalnnya 2 unit 26,543,400 2 unit 26,543,400
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Cakupan pemeliharaan
Milik Daerah barang milik daerah
20% 362,401,923 20% 362,401,923 20% 362,401,923 20% 362,401,923 80% 1,449,607,692

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

(CPBMD) penunjang
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urusan pemerintahan
daerah

Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 60,523,250 60,523,250 60,523,250 60,523,250
Pemeliharaan, Biaya perorangan dinas
Pemeliharaan, dan / kendaraan dinas
Pajak Kendaraan jabatan yang
Perorangan Dinas atau terpelihara . . . . 24 unit 242,093,000
Kendaraan Dinas Jumlah STNK 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit
Jabatan Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang
terbayarkan pajaknya
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 81,239,241 81,239,241 81,239,241 81,239,241
Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak Operasional atau
dan Perizinan Lapangan yang
Kendaraan Dinas terpelihara
Operasional atau Jumlah perizinan
Lapangan Kendaraan Dinas 16 unit 16 unit 16 unit 15 unit 46 Unit 324,956,964
Operasional atau
Lapangan yang terbit
Jumlah STNK
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang
terbayarkan pajaknya
Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan 17,476,250 17,476,250 17,476,250 17,476,250
Peralatan dan Mesin . X . . . . 92 unit 69,905,000
Lainnya Mesm.Lamnya yang 23 unit 23 unit 23 unit 23 unit
terpelihara
Jumlah Aset Tak 38,343,750 38,343,750 38,343,750 38,343,750 )
Pemeliharaan Aset Tak . . . ) 3 unit 153,375,000
. Berwujud yang 1 unit 1 unit 1 unit -
Berwujud .
terpelihara
Pemeliharaan/Rehabili Jumlah Gedung Kantor 164,819,432 164,819,432 164,819,432 164,819,432
tasi Gedung Kantor dan | dan Bangunan Lainnya . . ) 9 unit 659,277,728
3 unit 3 unit 3 unit -

Bangunan Lainnya

yang terpelihara atau
direhabilitasi
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PROGRAM DO : Cakupan 4,134,470,1 4,134,470,17 4,134,470,17 4,134,470,17 16,537,880,69
PENGELOLAAN Penyediaan Dokumen 74 4 4 4 4
KEUANGAN DAERAH Perencanaan
Anggaran, pelayanan
penatausahaan 21,3325 21,3325 21,3325 21,3325 85 33%
keuangan, dan laporan % % % % 1220
keuangan yang secara
tepat waktu dan sesuai
dengan ketentuan
perundangan
2 Koordinasi dan Presentase 31 95,928,915 30 95,928,915 30 95,928,915 30 95,928,915 383,715,660
. Penyusunan Rencana Penganggaran sesuai 121
dokume dokume dokume dokume
0 Anggaran Daerah ketentuan dokumen
1 n n n n
2 Koordinasi dan Jumlah dokumen KUA 1 8,378,325 1 8,378,325 8,378,325 8,378,325 P
. Penyusunan KUA dan dan PPAS 2023 33,513,300
Dokume Dokume - - dokumen
0 PPAS
n n
1
2 Koordinasi dan Jumlah dokumen 1 9,151,250 1 9,151,250 9,151,250 9,151,250 2
Penyusunan Perub KUA dan Perub Dokume Dokume ) ) dokumen 36,605,000
0 Perubahan KUA dan PPAS 2022 n n
1 Perubahan PPAS
2 Koordinasi, Jumlah dokumen RKA 7 10,123,600 7 10,123,600 7 10,123,600 7 10,123,600 28
Penyusunan dan SKPDTahun 2023 Dokume Dokume Dokume Dokume Dokumen 40,494,400
0 Verifikasi RKA-SKPD N " N N
1 n n n n
2 Koordinasi, jumlah dokumen RKPA 2,043,275 2,043,275 2,043,275 2,043,275
7 7 7 7 28
Penyusunan dan SKPD 8,173,100
A Dokume Dokume Dokume Dokume Dokumen
0 Verifikasi Perubahan n n n n
1 RKA-SKPD
2 Koordinasi, 7 2,400,250 7 2,400,250 7 2,400,250 7 2,400,250 28
Penyusunan dan jumlah DPA SKPD Dokume Dokume Dokume Dokume Dokumen 9,601,000
0 Verifikasi DPA-SKPD Tahun 2023
1 n n n n
2 Koordinasi, . 7 0 7 0 7 0 7 0 28
Penyusunan dan jumlah DPPA SKPD Dokume Dokume Dokume Dokume dokumen 0
0 Verifikasi Perubahan tahun 2022 n n n n
1 DPA-SKPD
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Koordinasi dan Jumlah Raperda 37,082,540 37,082,540 37,082,540 37,082,540
Penyusunan Peraturan tentang APBD dan 1 1 2
Daerah tentang APBD Perwal tentang Dokume Dokume ) ) dokumen 148,330,160
dan Peraturan Kepala Penjabaran APBD TA n n
Daerah tentang 2023
Penjabaran APBD
Koordinasi dan jumlah Raperda 23,886,175 23,886,175 23,886,175 23,886,175
Penyusunan Peraturan Perubahan APBD dan
Daerah tentang Perwal tentang 1 1 2
Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan Dokume Dokume ) ) dokumen 95,544,700
Peraturan Kepala APBD TA 2022
Daerah tentang n n
Penjabaran Perubahan
APBD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1
Penyusunan Regulasi Regulasi serta
serta Kebijakan Bidang Kebijakan Bidang Dokume 11,454,000 11,454,000
Anggaran Anggaran n
Koordinasi dan Persentase
Pengelolaan penatausahaan 20% 54,815,800 20% 54,815,800 20% 54,815,800 20% 54,815,800 80% 219,263,200
Perbendaharaan keuangan sesuai
Daerah ketentuan
Penyiapan, Jumlah dokumen 2,049,850 2,049,850 2,049,850 2,049,850
Pelaksanaan anggaran kas dan SPD 28 28 28 28 112 8199400
Pengendalian dan Dokume Dokume Dokume Dokume dokumen T
Penerbitan Anggaran n n n n
Kas dan SPD
Jumlah Laporan 2,529,200 2,529,200 2,529,200 2,529,200 12
Penatausahaan Penerimaan dan 3 3 3 3 10,116,800
) Dokume Dokume Dokume Dokume Dokumen
Pembiayaan Daerah Pengeluaran
Pembiayaan n n n n
Koordinasi, Fasilitasi, Jumlah laporan 6,988,250 6,988,250 6,988,250 6,988,250
Asistensi, Sinkronisasi, pengelolaan dana
Supervisi, Monitoring perimbangan dan dana 4 4 4 4 16 27,953,0
dan Evaluasi transfer lainnya laporan 00
laporan laporan laporan laporan

Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya
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Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/
Pemotongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

Berita Acara
Rekonsiliasi Data Pajak

5
Laporan

14,082,700

5
Laporan

14,082,700

5
Laporan

14,082,700

5
Laporan

14,082,700

20
Laporan

56,330,8
00

Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait

Laporan Aliran Kas

4
Dokume
n

25,148,750

4
Dokume
n

25,148,750

4
Dokume
n

25,148,750

4
Dokume
n

25,148,750

12
Dokumen

100,595,00
0

Penyusunan Petunjuk
Teknis Administrasi
Keuangan yang
Berkaitan dengan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban
Sub Kegiatan

Perwal tentang Sistem
dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan
Daerah

1
Dokume
n

4,017,050

4,017,050

4,017,050

4,017,050

1
dokumen

16,068,2
00

Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah

Persentase LK OPD
yang sesuai dengan
ketentuan

21,5%

85,859,409

21,5%

85,859,409

21,5%

85,859,409

21,5%

85,859,409

86%

343,437,634

Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan,
Pendapatan-LO dan
Beban

Berita Acara Hasil
Rekonsiliasi

26
Dokume
n

6,714,887

26
Dokume
n

6,714,887

26
Dokume
n

6,714,887

25
Dokume
n

6,714,887

102
dokumen

26,859,5
46
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Konsolidasi Laporan

Jumlah Laporan

8,762,816

8,762,816

8,762,816

8,762,816

12 35,051,2
Keuangan SKPD, BLUD konsolidasi bulanan 3 3 3 3
laporan 64
dan Laporan Keuangan Laporan Laporan Laporan Laporan
Pemerintah Daerah
Koordinasi dan jumlah Raperda 22,972,725 22,972,725 22,972,725 22,972,725
Penyusunan tentang
Rancangan Peraturan Pertanggungjawaba
Daerah tentang Pelaksanaan APBD dan
Pertanggungjawaban Raperwal Penjabaran
Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaba 1 1 2 91,890,9
Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan APBD Dokume Dokume - - dokumen 00
Rancangan Peraturan n n
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Penyusunan Analisis 1 3,056,400 1 3,056,400 3,056,400 3,056,400 2 12,225,6
Laporan . Jumlah Ijaporan Dokume Dokume - - Dokumen | 00
Pertanggungjawaban prognosis n "
Pelaksanaan APBD
Penyusunan Kebijakan 10,036,191 10,036,191 10,036,191 10,036,191
dan Par.\duan Teknis 1 1 40,144,7
Operasional Raperwal tentang Dokume ) ) ) dokumen | 64
Penyelenggaraan Bagan Akun Standar
Akuntansi Pemerintah n
Daerah
Pembinaan Akuntansi, 34,316,390 34,316,390 34,316,390 34,316,390
g:ﬁss;z::gajr;waban Rap?rwal tentang . 26 26 26 26 g:zng 137,265,560
Pemerintah Kebijakan Akuntansi Orang Orang Orang Orang
Kabupaten/Kota
Penunjang Urusan Persentase
Kewenangan Pengelolaan Dana 3,897,866,05 3,897,866,05 3,897,866,05
Pengelolaan Keuangan Darurat darl Mendesak 5% 3,897,866,0 5% 0 25% 0 25% 0 100% 15,591,464,20
Daerah yang sesuai dengan 50 0

ketentuan yang
berlaku
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5 Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana
12 15,591,464,20
. Darurat dan Mendesak | Darurat dan Mendesak 3 3,897,866,0 3 3,897,866,05 3 3,897,866,05 3 3,897,866,05
yang sesuai dengan Laporan 0
0 Laporan 50 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0
ketentuan yang
4
berlaku
PROGRAM Cakupan Pengelolaan 283,122,900 283,122,900 283,122,900 283,122,900 1,132,491,599
PENGELOLAAN BMD . . . . .
BARANG MILIK 20,75% 20,75% 20,75% 20,75% 83%
DAERAH
Pengelolaan Barang Cakupan perencanaan, 283,122,900 283,122,900 283,122,900 283,122,900 1,132,491,599
2 Milik Daerah pemanfaatan,
; pengamanan, 20,75% 20,75% 20,75% 20,75% 83%
0 penatausahaan, dan
1 pemindahtanganan
BMD
2 Jumlah perwal 1 4,963,725 1 4,963,725 1 4,963,725 4,963,725 3
. Penyusunan Standar standarisasi harga dan 19,854,900
. Dokume Dokume Dokume - dokumen
0 Harga biaya
n n n
1
) Penyusunan Standar Dokumen Rencana 11,449,975 11,449,975 11,449,975 1 11,449,975
ili 1
Barang Milik Daerah Ke.t?utuhan Barang Dokume 45,799,900
dan Standar Milik Daerah Dokumen
0 n
1 Kebutuhan Barang
Milik Daerah
2 Penyusunan Laporan 5 5,134,925 5 5,134,925 ) 5,134,925 1 5,134,925 7
. Perencanaan Pentauasahaan BMD 20,539,700
Dokume Dokume Dokume Dokume dokumen
0 Kebutuhan Barang n n n n
1 Milik Daerah
2 Penatausahaan Barang Jumlah dokumen 63,659,589 63,659,589 63,659,589 63,659,589 P
Milik Daerah inventarisasi BMD 1 1 254,638,356
- - Laporan
0 Laporan Laporan
1
2 Jumlah tanah untuk 14,123,875 14,123,875 14,123,875 14,123,875
Inventarisasi Barang bangunan tempat 1 ) ) ) 1 laporan 56,495,500
0 Milik Daerah kerja laporan
1
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2 Laporan Hasil penilaian | 3 57,614,425 57,614,425 57,614,425 57,614,425 "
Pengamanan Barang Barang Milik Daerah dokume 3 3 3 230,457,700
I, dokume dokume dokume dokumen
0 Milik Daerah n
n n n
1
2 Laporan kegiatan 61,447,925 61,447,925 61,447,925 61,447,925 6
. Penilaian Barang Milik usulan penjualan, 2 2 2 Laoran 245,791,700
0 Daerah pemusnahan, dan Laporan Laporan Laporan s
1 penghapusan BMD
Optimalisasi 34,544,529 34,544,529 34,544,529 34,544,529
) Penggunaan,
Pemanfaatan 2 2 2 1 7
’ ili 138,178,115
) Pemindahtanganan, Laporan Barang Milik Dokume Dokume Dokume Dokume Dokumen
0 Daerah
Pemusnahan, dan n n n n
1
Penghapusan Barang
Milik Daerah
2 Laporan Hasil 23,481,482 23,481,482 23,481,482 23,481,482 14
. Penyusunan Laporan Pembinaan 4 4 3 3 laporan 93,925,928
0 Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Laporan Laporan Laporan Laporan P
1 Milik Daerah
) Pembinaan Jumlah perwal 6,702,450 6,702,450 6,702,450 6,702,450
Pengelolaan Barang standarisasi harga dan 200 26.809.800
6 Milik Daerah biaya 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang orang T
1 Pemerintah
Kabupaten/Kota
PROGRAM 547,790,470 547,790,470 547,790,470 547,790,470 2,191,161,87
PENGELOLAAN Persentase 8
PENDAPATAN DAERAH | peningkatan
. 6% 6% 6% 6% 24%
Pendapatan Asli
Daerah
2 Kegiatan Pengelolaan Persentase Realisasi 547,790,470 547,790,470 547,790,470 547,790,470 2,191,161,87
Pendapatan Daerah Pendapatan Asli 259% 25% 25% 25% 100% 8
0 Daerah
1
2 Perencanaan Laporan kegiatan 1 395,488,095 395,488,095 395,488,095 395,488,095 1
Pengelolaan Pajak perencanaan 1,581,952,378
. Dokume - - - Dokumen
0 Daerah pengelolaan pajak
n
1 daerah
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Penyuluhan dan Laporan Penyuluhan 4,410,150 4,410,150 4,410,150 4,410,150 4
3 Penyebarluasan Kebijakan Pajak 1 1 1 1 Laporan 17,640,600
Kebijakan Pajak Daerah | Daerah Laporan Laporan Laporan Laporan P
Pengolahan, Peta Digitalisasi PBB 17,246,250 17,246,250 17,246,250 17,246,250 17
6 Pemeliharaan, dan yang terupdate 5 4 4 4 Laporan 68,985,000
Pelaporan Basis Data Laporan Laporan Laporan Laporan P
Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi Dokumen BPHTB yang 6,045,000 6,045,000 6,045,000 6,045,000
dan Bangunan tervalidasi 1200
Perdesaan dan Laporan Penilaian 300 300 300 300 obyek 24,180,000
7 | Perkotaan (PBBP2) PBBP2 obyek obyek obyek obyek ok
serta Bea Perolehan pajak pajak pajak pajak paja
Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
benetanan Waib Parak 9000 16,491,800 9000 16,491,800 9000 16,491,800 9000 16,491,800 36000 65567 200
8 Daerahp J I Berkas SPPT PBB P2 Dokume Dokume Dokume Dokume Dokumen Y
n n n n
Penelitian dan 3 1,969,725 3 1,969,725 3 1,969,725 3 1,969,725 12
1 | Verifikasi Data Laporan Realisasi Jenis 7,878,900
) ) Dokume Dokume Dokume Dokume Dokumen
0 | Pelaporan Pajak Pajak
n n n n
Daerah
3 55,441,425 55,441,425 55,441,425 55,441,425 10
1 | Penagihan Pajak . Dokume 3 3 1 221,765,700
Jenis laporan Dokume Dokume Dokume Dokumen
1 | Daerah n
n n n
. Eenger?li:ialian;]I Lap%an .tuknggakan 3 13,838,850 3 13,838,850 3 13,838,850 3 13,838,850 12 55,355 4
emertksaan a.n wallb paja Dokume Dokume Dokume Dokume Dokumen | 00
3 | Pengawasan Pajak
n n n n
Daerah
Pembinaan dan Raperda tentang 27,794,975 27,794,975 27,794,975 27,794,975
Pengawasan Retribusi Daerah dan 4
1 | Pengelolaan Pajak Raperwal tentang 1 1 1 1 Laboran 111,179,900
4 | Daerah dan Retribusi Retribusi Daerah serta Laporan Laporan Laporan Laporan P

Daerah

Laporan pembinaan
retribusi
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Jumlah Laporan
Perkembangan

9,064,200

9,064,200

9,064,200

9,064,200

36,256,800
Elektronifikasi Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Transaksi Pemerintah 1 1
Daerah Daerah Laporan Laporan
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BAB V
PENUTUP

Renja Perubahan merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan
dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan
Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi
Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk
meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun
sebelumnya. Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Magelang Tahun 2023 ini disusun berdasarkan
Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Magelang tahun 2023.

Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Magelang sebagai upaya mendukung visi dan
misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang. Pelaksanaan
program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi,
terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kota
Magelang maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Komitmen
dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sangat dibutuhkan
dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan
kegiatan yang disusun di dalam Renja Perubahan Tahun 2023 ini
serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta
mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan
peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik

Daerah serta Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Magelang.
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Magelang, Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET
e DAERAH

ﬁ,ﬂ T4 giim MAGELANG

ATI, SE, MT, M.Sc
ina Utama Muda
‘‘‘‘‘ :1%_‘]2:«:‘[9721101 199803 2 008
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WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2022

Menimbang

Mengingat

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Wali
Kota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023;

bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi
pergeseran sub kegiatan antar Perangkat Daerah,
penambahan maupun pengurangan program, kegiatan
subkegiatan, serta pagu setiap urusan pemerintahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Magelang Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kota  Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa
Barat;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Menetapkan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 34 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang
Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021
Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2023.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 34
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun
2023 Nomor 34), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Magelang Tahun 2023 menjadi pedoman
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun 2023, sebagai landasan penyusunan
rancangan Perubahan APBD Tahun 2023.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Magelang Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD) Tahun 2023.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3
Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Magelang Tahun 2023 disusun dengan
sistematika:
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a. BABI : PENDAHULUAN;

b. BABII : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN
2023;

c. BABIII : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH;

d. BABIV : SASARAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH;
e. BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH;
f. BABVI : KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH dan

g. BABVII : PENUTUP.
Pasal 2
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 31 Juli 2023

WALI KOTA MAGELANG,
ttd

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

LARSITA

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 20
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WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR ©%©-24/178/ W2 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

KOTA MAGELANG TAHUN 2023
WALI KOTA MAGELANG,

bahwa dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah
yang integratif, terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan
daerah guna pencapaian kesejahteraan rakyat melalui
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu
menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

bahwa rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah telah dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk diselaraskan dengan
Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Magelang Tahun 2023;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan
seluruh rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun
2023;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah  Kota  Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa
Barat;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Walikota Magelang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Magelang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2023.

Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota
Magelang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam
menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun
Anggaran 2023.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3\ Mgy 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG

NOMOR 050.24 /178 /ng TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DAFTAR PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023

NO

PERANGKAT DAERAH

PAGU INDIKATIF

(Rp)

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19
20

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Magelang

Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Magelang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Magelang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Magelang

Dinas Sosial Kota Magelang
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Magelang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Magelang

Dinas Perhubungan Kota Magelang

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Magelang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kota Magelang

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Magelang

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Magelang

Sekretariat Daerah Kota Magelang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Magelang

182.965.938.135

428.169.140.508
63.634.239.564

56.946.974.161

15.369.280.093
4.831.226.458

11.900.829.746
15.822.790.507
31.111.789.583

5.773.023.741

14.343.860.186

18.157.853.286

12.958.810.101

5.926.527.141

14.687.241.168

5.906.612.622

10.328.311.659
21.468.322.019

43.796.989.768
39.930.320.486
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PAGU INDIKATIF

NO PERANGKAT DAERAH
(Rp)
21 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 0.323.208.118
Magelang
22 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 30.921.435.140
Kota Magelang
23 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan 10.258.032.071
Sumber Daya Manusia Kota Magelang
24 | Inspektorat Daerah Kota Magelang 7.415.583.142
25 | Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang 20.680.974.208
26 | Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang 22.557.072.120
27 | Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang 19.294.228.185
28 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 11.037.214,120

Magelang

TOTAL

1.135.517.828.036

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ
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WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR oS24 /143 /2 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTA MAGELANG TAHUN 2023

WALI KOTA MAGELANG,

bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan dalam Pasal
125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat
Daerah perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah
Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Magelang Tahun 2023;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa
Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN ‘T1M
PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAIRAH PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASIT DAERAH KOTA
MAGELANG TAHUN 2023,

Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerjn Perangkat Duerah
Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dacrah  Kota
Magelang Tahun 2023 dengan  susunan  keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wall Kota
i,

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

bertugas:

a. mempersiapkan dan mengumpulkan materi kebijakan
sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dan
Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023;

b. melaksanakan seluruh pengadministrasian pelaksanaan
kegiatan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dan
Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023;

c. melaksanakan analisis dan menyusun  dokumen
penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dan Perubahan
Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Duerah
Kota Magelang Tahun 202.3;

d. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Wali
Kota.

: Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu
hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan terscbut
mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat
definitif.

: Segala biaya yang timbul sebagai alkibat dilaksanakannya

Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

: Keputusan Wali Kota inl mulal berlaku pada tanggal

ditetapkan.,
Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 23 Mel por3
WALI KOfI'A MAQELANQ,

MUCHAMAD NUR AZIZ
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 0650+4/ 49 /12 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA MAGELANG TAHUN 2023

KEDUDUKAN
NO. JABATAN DALAM TIM
1. | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | penanggung Jawab
Kota Magelang
2. | Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Ketua
Daerah Kota Magelang
3. |Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Wakil Ketua
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Magelang
4. |1 ( satu ) orang Analis Perencanaan Program pada Sekretaris
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Magelang
5. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Anggota
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
6. |Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Anggota
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
7 | Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelola Anggota
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
g, |Kepala Bidang Perbendaharan pada Badan Anggota
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Magelang
9, |Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Anggota
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHANAD NUR AZIZ
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